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RINGKASAN

Hd< Asasi M'anusia ( selanjutnya disebut HAM ) merupakan hak -hak yang dimiliki
manusia semata-rnata karena ia manusia. Manusia memilikinya bukan karena
diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positi{ melainkan
sernata-rnata karena rnartabatnya sebagai manusia. Perkembangan konsep HAM
'dewasa ini sudah semakin l,ras mencakup FIAM sipil Potit-ik, FLAM Ekosob, daa
IIAM atqs pembangunan- Salah sxu bentuk prkembangan konsep HAM adalah
mengenai perlindungan terhadap anak dirnana Indonesia mengatumya dalarn UU
I'io- 23 Tahun NAz- Pengatr.ran tentang perlindungan anak ini Jehin aiut*.di level
Undang-Undang juga memerlukan aturan y*g LUih khusus yakni dalasr suatu
Peraturan Daerah"karena berdasarkan semangat otonomi daerah kewenangan dalam
mengatur dan rnelaksmkan perrnasalah 1'*g b"rkuitan dengan HAN4 baiyak yang
diserahkan- fepada daerah- Oteh karena itu tirnbul 

- 
permasalahan yat"i

Bagairnanakah pengaturan mengenai perlindungan anak di kota palsrngang dari
apakah pengaturan mengenai perlindungan anakdi Kota Paiembang sudah sinkron
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA2 tentang PertindungL Anak sebagai
salah satu sumber hukum HAM bagi perlindungan anak di Indonesia" penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif yang ingin menganalisis sinkronisasi
Peraturan Daerah di Kota Palembang terhadap UU No. 23 Tahun ZA0Z. pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dogmatik hukum irang tujuann]'a mengkaji hukum positif dalam arti "rnenghimpurq ml*ala.kaor,
rnensisteraatisasi, menganalisig rnenafsirkan dan menilai norrna-norrna hukum
positif' Bahan hukumyang digunakan adalah bahan hokum prirRer, yang didapat
melalui studi kepustakan dan sebagai pendukung jyga digunakan dat'pnlner yang
didapt dari surnber pertama. Penelitian dilaksanakan a"fu* wakru 

"nu*'bulan.Hasilpenelitian ini menunjukan bahwa pengaturan tentang perlindungan anak melalui
Perda di Kota Palernbang belum ada sama sekati , ini dibuktitan dari keseluruhan
Perda di Kota Palembangselarna lima tahun terakhir (tahun 2O05 s-d- ZAW) ternyata
t'$$ ada satu pun Perda yang secara eksplisit mengatur tentang Perlindunian Anak,
oleh kaena itu pembahasan permasalatran yang ke-dua men.geiai sinkriniJasi perda
Kota Palembang tentang prlindur,rgan Anak ter*radap UU l.Io. 23 Tahun 2OO2

1Ttu"g Perlindungan Anak tidak dapat dilakukan. Fenetiti juga menyimpulkan
bahrva sec{ua urilrm upaya perlindtmgan anak di Indonesia rua*, cu*:gp UXt
ditandai dengaan dibent*nya berbagai peraturan di berbagai level dan beberapa
Iembaga y-ang khusus yar€ dibentrrk dalarn rangka upa)'a p".Iird*g* anak, seperti
KPAI, Komnas Anak, danP2Tp2A-



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME karena berkat
pertolongannya maka penelitiandengan judul Sinkronisasi Perattuan Daerah Di Kota
Falembang Terhadap Undarg-Undang Nornor- 23 Tdrun 200 ten{ang perlindwrgan

Anak ini dapat diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk rnenginventarisasi

Peratrxan Daerah tentang Pertindungan Anak di Kota Palernbang ,dan ingin
rnenganalisis sikronisasi Paahran Daerah tentang Perlindungan Anak di Kota
Palembang terhadap Undang-Undang Nonror 23 Tahtrn ZXAZ te*ang perlindungan

Anak- Dalam melaksanakan penelitian ini, tirn penetiti telah mendapatkan bantuan

dari besagai dhak lang terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu, maka

melalui tulisan sinngkat ini kami iugin mengucapkan terimakasih atas segala

bantuan yang tela*r diberikan- Kami juga menyadari bahua apa yang telah kani
hasi.lkan ini masih jauh*dari sempuma, maka segala saran dan kritik yang bertujuan
rnembaargun akan kami;".i*. dengan senang hati demi kebaikan b";;. di rnasa

yang atrian datang-

Palembang; Novem.ber 2Ol0

TimPerreliti
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BAB I
PENDAIIULUAN

A. Latan Belakang

Hak Asasi Marusia ( setar{ufirya disebut HAM ) menrp*an hak -hal yang

dimiliki mamrsia semata-mata karena ia rnanusia. Manusia mernilikinya bukan

kareaa diberikan -kepadany4. ol,eh masyarakat atau berdasakan .hukum positi!
inelainkan sernata-rnda karena martabatnya sebagai manusial. Dari pengertian di
atas jeiaslah bd*va IIAM adalah ,hak manusia yang lrcdrati dan tidak akan bisa
dicabut selarna'ia bershtus rnanusia. Semula konsep IIAM yang dikenal mencalary

hal-hal yang berkaitan dengan hak+ak di bidang Sipil dan politik (sering direbut
sebagai t{AM generasi pertama), mencakup hak atas hidup dan hak-hak lain yang

berkaitan dengan kebebasan di bidang politik seperti hak untuk menyatakan
pendapat, berekspresi , dan lain-lain, atau dalam bahasa lain sering digunal,ran istilah
HAM iilasik yang yang muncul a*i t itfrt*n untuk rnelepaskan diri dari'kungkungan
kekuasaan absolutisnie negara- Fada hakikatnya HAM Sipil dan politik hendak
melindungi ke*ridupan pribadi manusia atau menghormati otonorni setiap orang atas

dirinya sendiri2 .

. Konsep HAM dalam perkembangan selanjutnya t€rus menerus meng4larni
perubahan dan, sohingga rnenjadi semakin luas dan kompleks. HAM tidak saja
terbatas pda hak*r* yang berkaitan dengan bidang sipit dan po{itik semata
rnelainkan lebih jardr juga netrca.up h* +ak yang berkaitan dengan hak di bidang
ekononr"i, sosial, dan hdaya (lebih diL.enal sebagai I{AM EKosoB} Di Indonesia
HAM EKosoB ini diatur dalam pasal 12 uu No. l l rahun 2m5, yang rnerupakan
ratifikasi / pengesahan dari Konvensi [rternasional ter*ang Hak-Hak Ekonomi,
sosial, dan Budaya (ICSCR). HAM Ekosob men-,pakan hak untuk terbebas dui
segalakekurangan sumber daya, dan bukan hak untuk dibebas*an dari segala berffik
kemiskinan y-ang akan noengarah ke kesediaan untr.rk menyerdrkan hak asasinla

I Jack Donnely, (Jniversal Human Rights in Theory and practice, dikutip oleh Rhona
'K'M'Smith, dkk, dalam Hukam Hak asasi Manwia,Fusat Studi f{ak Asasi Manusia niversitas Islamtrndonesia(PUSHAM UII), yogyakarta, 2O0g. Hal. I I.

2 lbid.,rlal..l5.



kepada p€nguasa negara sehingga mudah diubah menjadi kewenangan negara untuk
memba{asi hak politik wargal.

Selain itu wacana HAM juga menyentuh .berbagai bidang kehidupan yang

lebih luas. Salah satu hal yang juga menjadi perhatian adalah mengeaai hak anak,

tenrtama hak anak untuk mendapat periindungan. Anak adatatr sal.ah satu kel,crnpok

rentafl yang punya potemi unhrk menjadi korban pelanggaran HAM karena

keterbatasan fisik dan fikirannya. Oleh karena itu berkaitar dengan hak anak rmtuk

rnendapatkan perlindungan ini'Indonesia sudah mengatur secara cukup rinci rnelalui

uadang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ter*ang perlirdtrngan Anak.

Indonesia sebagai sebuah negarzl 1,ang ingin International Personaliy/ nya
diakui o{eh-dunia juga rnenaruh perhatian yang cukup b--sar dalam hal yang be*ai..an
dengan penghormata-n, perlindungan, pernajuan, dan pemenuhan HAI\4 bagi

$'argafiya. Perkembangan FIAM di Indonesia mengalami evolusi sejak masa-masa

kemerdekaan hingga proses pelembagaarurya dalarn TAP MPR dan Undang-Undang

setelah refirrmasi 1998. Perkembangan Ipstniuren ILAM kemudian rneningkat;bahkam

masuk ke dalam strbstansi Urxdang-Undang Dasar hasil amandemen- Selain diatur di
dalam kons€itusi, HAM juga melernbaga diberbagai peraturan perundang-undangan

di Indonesias-

Perubahan konfigurasi politik di Indonesia dari konfigurasi politik yang

otoriter menuju konfigurasi politik yang dernokratis6 juga sedikit banyd< memberi
pengaruh }'ang cukup signifikan terhadap perkembargan konsep HAM di Indonesia
akhir-akhir ini. Salah satu bentuk perubahan konfigrrasi po{itik yang dipaksud
dd& lahirnya produkproduk perurdang-undangan yang responsip/pqpulis

tethadap kepentingan masyarakat menggantikan produk hulalm larnayang berruansa
eliter bahkan cenderung otoriter dan hanya qnenrenuhi kepentingan pihak-pihat

3 Iftlal Khasim, "Justisiabititss HAM Ekonomi Sosial dan Bu&ya-,, Makalah pada seminar
Justisiabilitas HAM EKoSoB di Indonesi4 diselenggarakan oleh PUSHAM UII b.-kerjasama dengan
Norwegian Centre of Human Rights (I{HCR), yogyakarta, Agustus 200g.a Inlernmiona fersonabty secara-sedJrhana diarlikan seb3gai kepribadian internasional
sebudr negara, saat ini international personality merupakan hal yang sangat penting untuk
diperhatikan oleg sebuah negara kalau negara yang bersangkutan ingin ei.sist""rinlu datram pJrgaulan
intemasional diakui dan mendapat pengakuan dari negara-negaia laii sebagai negara yang beradab-5 Perkcrcbangan HAM ai tndonesia aapal a;titrai dari perkernbangan pengaturan IIAM
dalanr perundang-undangan mulai dari Ievel Konstitusi sampai pada level peraturan Daerah.

" Mahfud. NID- Politile Hukam di Indonesia, Lp3ES,lakartq r99g,Har-2



tertentu saja. Salah satu pro&rk hukurn yang dinilai cukup responsif tersebut adalah

Undang-Undang m€ngenai otonomi daerah.

- Wacana o{onomi daerah diawali dengan disahkan nya UU No. 22 Tahun

1999 tentang Perrerintahan Daerah, UU No- 22 Tahun 1999 ini sangat kental

muatan otonomi dae,ralmya. Pada tahun 2004 urdang-undang ini kemudian diganti

dengan Undang-Undang Nornor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

juga kental r-nuatan otonorninya bahkan undang-undang ini be*payu untuk

rnempercepat pross terlaksananya otonomi daerah s€cara efektif dan efisien demi

tercapainla kesejalrteraan masyarakat'- Sulrh satu wujud dari plaksanaan otonorni

daerah dalah daerah dibeii keluasan .tmtuk mengatur hal-hal yang berkaitan

Iangsung dengan daerahnya melalui Peraturan Daerah.

Salah satu hal yang kew,enangannya banyak diserahkan kepuda daerah adalah

mengenai pergaturan mengenai HAM. Daerah diberikan keleluasaan dalarn

mengatur. dan melaksanakan upaya-upaya penghormatan, perlindungan, pemajuan,

daa pememrha.'r FIAIr{ bagr warga di daerahnya, hat ini misalnya terlihat dari

kegiatan Rencana "A'ksi Nasional FIAM (selanjufnya disebut RAI.{FIAM) yang telah

dirnulai dari tdun 1998 sam,pai dengan sekarang- RANHAM merupakan suatu

rencalut aksi/kerja yang dibenhrk untuk menjamin peningkatan pgnghormatan,

pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HA,M di lndonesia dengan

mempertimbangl.an nilai-nitai aguuna, adat istiadat, dan bu&ya bangsa Indonesia

yang berdasarkanlParrcasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahwr 19458. Unhrk melaksanakan RANHAM ini dibentuk Panitia Nasional yang

diketuai okh Menteri Hukum dan IIAM dan PanitiaNasional ini nr,mbentuk Panitia

Petaksana RAN*IAM Ptopinsi rebagai bentuk peny,erahan kewenangan dalam

mdraksanakan RANHAM di daerah dan selanjutnya Panitia Pelaksana RANIIAM
propin-si akan rnembentuk Panitia Pelaksana RANIIAM Kabupaten/Ko'ra untuk

melaksanakan kewenangan pelaksanaan RANHAM di K-abupaten/I{ota. Panitia

Pelaksana RANHAM memiliki tugas )'ang cukup berat salah satunya adalah

penerapan no{ma dan standar HAM yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing

7 Lihat bagian rnenirrbang pada UU No- 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
" Keputusan Presiden Republik Indonesia No- 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional

Hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009. Pasal I ayat (l).



daerah- Ole'h karena itu pengaturan mengenai HAM di daerah diseratrkan kepada
daerah yang bersang(utan, demi.kian pu{a halnya di Propinsi Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan sebagai salah satu propinsi di Indorresia dewasa ini
rnengalami perkernbangan yang cuklrp pesat di $erbagai bidang kehidupan-

Perkembangan rnasyarakat yang cukup pesat haruslatr ditunjang dengan faktor-faktor

Iain nya agar perkembangan itu menjadi seimbang di berbagai bidang kehidupan.

salah satu bidang yang juga mengalarni perkembangan adalah bidaqg hukum-

Hukurn sebryai salah satui dimensi dari kehidrpan manusia nrcmarig senantiasa

harus mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, hal ini tertujuan agar
'kehidupan masyarakat itu tetap te4aga keteraturannya dan masyarakat dapat

menikmati kedamaian dalam pergaulan hidupnyd. Pe*ernbangan konsep ILAM dan

desentralisasi pengaturan HAM di daerah juga terjarti di Sumatera Selatan,

perkembangan ini pun harus diikuti dengan perkembangan hukum HAM yang harus

selaras dengan perkembangan F{AM di masy'arakat itu sendiri

-Pengaturan mengenai HAlvf di Sumatera SelaiIn secara umum termasuk di
kota Palembang tentr"r saja merEikuti mekanisme peraturan secara nasional. Surrnber.

hukum secara konstitusional diatur oleh UUD lg45, y,ang kemudian diatur pula

dalarn level undang-undang yaitu UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia- Selanjutnya, untuk pengaturan HAM secara lokal diatur pula rnelaui

Perattran-Pemttrran Daerah (selaqiutflya disebut Perda) di masing-rnasing propinsi

dan kabupatenlkota- Pengaf.uan HAM khususnya HAM anak untuk mendapatkan

perlindurrgan melalui Perda di *ota Palembang sejauh ini beturn tertalu nnenonjol.

Padahal kebutr*ran akan hal ini dirasa sudah cukup rnendesak. Geh karena itu
dilakukan perreti{ian dengan ji}tuI SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DI
KOTA PALEMBANG TERHADAP UU NO. 23 TAHUN 2OO2 TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK uatuk'mengetahui lebih dalam mengenai hal tersebut.

'Keda.naian pergaulan hidup adaldr tujuan dari normahukum. Lihat Purnadi Purbacaraka
dan Soerjono S@kanto, Perihal kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandurrg, lgg3- Hal- 8.
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B. Permasalahan

Masalah yang diteliti dalarn penelitian ini adalah

t. Bagaimanakah pengaturan mer+gerrai perlindungan anak di Kota Palernbang?

2. Apakah pngaturan mengenai perlindungan anak di Ko{a Pa}embang sudah

. ,sinkron dengan Undmg-UndanSNomor23 Tahun 2O02 tentang perlindungan

Anak sebqai salah satu srxnber hukum HAM bagi pertindungan anak di
trndonesia?

C. Ruang.Lingkup Penelitian

Ruaq {ingkup penetitian ini dibatasi pada penginver*arisasiasr Peraturan

D'aerah di Kota Palembang yang di bentuk selarna lima tahun terakhir (terhihrng dari

tahun 2m5) dafl setelah itu dikhususkan lagi kepada inver,rtarisasi Peraturan Daerah

yang rnengatur tentang perlinCungan anak Seteldr itu penelitian ini akan

menganalisis sinkronisasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perlindungan

anak terseh.rt terhadap Undang-t-lndang Ncmor 22Ta}r,:rr, 2603 tentang Perlindtrngan

Anak sebagai salah satu sumber hukurn I{AM yang mengatur tentang periindungan

anak di lndonesia-



BAB II
TINJAUfu\ PUSTAI(A

A. Evolusi Pernikiran dan Se5arah ltrak Asasi Manusia

HAM sebagaimana'dijetaskan pada bab terdahrdu adalah hak manusia yang

'bersifat kodrati. Asal usul gagasan.mengenai HAM ini dimu{ai sudah sejak ribilan

tahun yang lalu y-akni r'ruacul dari teori hukum kodrati {natural law theory) yang

berasal dari zaman kuno dengan filsafat Stoka nya, y'ang kemudian sarnpai ke

zaman r:nodern melalui tulism-tu{isan hukum kodrati dari Santo Thomas Aquinas

yang mernpostlrlasikan hulrum ko&at sebagai hr*um dari Tr*ran yang sempuna dan

dapat diketahui nrelalui penggrxlarm nalar manusia. Gagasan mengenai hukum

kodrati ini kemudian dila-njutkan oleh flugo de Grootlo dengan memutus asal-

usulnya yang teistik dan membr.ratnya mer{adi produk pemikiran sekuler yang

Jolm Locke seor.aslg kaum terpelajar di filasa renaisqnce kempdian

mengajukan teori hak kodrdi ,r'angberstunber dari teori hukum kodrati di atas. Locke

dal.arn teori hak kodratinya menga,takan bahwa pada hakikakrya semua individu
dikaruniai oleh alam hak yang rnelekat atas hidup, kebebasan, kepernilikan yang

rnerupakan mitik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut pleh negara . Teori,hak

kodrati dari JotIil tCIcke inilah yang melandasi rnuncdnya revolusi hak dalam

revolusi di tnggris, Amerika dan Perancis pada abad ke-17 dan lgl2.

Gagasannreagenai t{AM yang dimotori oleh Teori H*umKodrati rrendapat

tantangan dari banyak pihak, sdah satunya dari- E<knruxl Brxke (klandia) dan dari

seorang filsuf UtititarAnJeremy Bentham. Bentham berperdqat bahwa hak kodrati

ti'dak dapat diverifikai dari rnana asalnya dan untuk siapa. Menurutnya, eksisiensi

t0 Dikeral dalan bahasa latin sebagai Grotius, dia juga dkenal sdagai bapak hrdrum
internasional berkat dua karyanya yang nronum€ntal yaitu uari tiOerarn g-aut ectag ian De Jure
Belli oct Pacri (lft*urn Peraag da.r Damai)- Untuk mengenang dan rnenghargai ju* b"ti* di bidang
hukum internasional rnaka pengadilan internasional {tnternationat Court of justice) di tempatkan di
kota kelahirannya yaitudi The Hague Nederland.t' Rhona. ICI{Smitb, d}*-, op. Cit..Hal.lZ

" Ibid.
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dan isi hak hanya dapatditunNrkan dari hukum negara dan satu'satunya hukum yang

sahih adalah perintah dari yang berdatilatl3 .

Konsep yang merdukung. teori huk*T kod,rati mwrcul kenrbali dan

mengilharni kernuncrdan gagasan t€rrrang Hak A.sasi Manusia di paflggung

Ir*ernasional. Salah satu langkah besar dalam hal iai dalah terbentuknya

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun lg45 yang menegaskan kernbaii

kepercayaan terhadap HAM, .nrart*at.dan kemuliaan maausiqkesetaraan hak ,taki-

laki dan per€rnpuan, dan kesetaraan ,negara besar dan kecil. Sejak saat itulah aerjadi

internasionalisasi gagasan F{ak Asasi" Manusia - HAM sejak saat itu dijadikan
sebagai toldc ukur perrcryaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa dan

rnasyarakat Internasional menerima sua{u r,ezim hr*kurn HAM Internasional l.ang
disiapkan oleh PBB yakni Internatianal Bill of ltumon Rigfusll-

Tonggak sejarah Hak Asasi Ma"rusia kontemporer II dapat dilihat dari dua

tahup yakni (l) sebelurn Perang Dunia ke-2, dan (2) Setelah perang Dunia ke-2-

Tonngak-tonggak sejarah itu dapat ditihat sebagai berikutri : :t
I. Sebelum Perang Dunia ke-2 yakni :

1- Doktiin perlindungan negara terhadap orang cin& dalam hukum
internasional tradisional

2- Intervensi kernantrsiaaa; negara dapat mengintervensi secma militer unruk

melindungi penrtuduk atau sebagian penduduknya yang berada dalarn stratu

negrua lain jika Fnguasa nqgara tersebut rnemperlakukan mereka sedemikian

rt4pa sehingga melanggar hak asasi.n:ereka dan nrenggurcangftan hati myani
umat manusia

3- Peng[rrytlsan PerbtxCakan; didorong oleh aksi intemasio*ral nrenertrarg

perhdakan dan perdaganagan hldak, sehingga ,konvensi penghapusan

perbudakan dasr Frdagangan budak disahkan oteh Liga Bangsa-Bangsa pda
tahun 126.

" Ibid-,Hal.13.
'o Blll o|Rtghts adalah Peraturan Perunrtang-undangan Hak Asasi Manusia Internasional,

yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundarnenkl- Salah satu elemen pentingny u uautui irtu"rrot
Dectaratio.n of Human Rights (Deklarasi univenal Hak Asasi Manusia).

'' Rhona K-M. SmitlL d*k., Op-Cit-Hal. 30-36-



4' Palang Merah Intemasional (1s63); Organisasi internasional ini telah banyak
mensponsori sejumlah konvensi yang ti{ak semata-mata menangani status
dan periakuan terhadap para prajurit ya4g berperang, tetapi juga perlakuan
terhadap'penduduk s[pil yang pada masa perang dan pembatasan terhadap
sra-cara perang atau secara uilturn hal-hal di tadi dikategorikan. dalam
hukum humaniter internasional

5- Liga Bangsa-Bangsa; dibentuk berdasarkan perjaqiian versailes, dari
dokucnen pendiriarurya negar-negara anggota diwajibkan untuk berupaya ke
mah sas'aran-sasaslzrn keiaanusiaan seperti menetapkan kondisi manusiawi
bagi individu, larangan perdagangan perempuan dan anak, perrcegahan dan
pengendalian peny*it, serta perlakuan yangadil terhadap penduduk pribumi

' di wilal'ah jajahan- LBB dibubarkan pada tanggal lB April 1946 (enam bulan
setelah PBB didirikan)

II. Setelah Perang Dunia II
1' Hak Asasi lr4anusia Internasional Modsm; Lrdil,iCu-ditempatkan sebagai

peme-sang hak dan dijamin secara intemasional, semata-mata karena ia
adalah individu dan bukan karena alasan keangsaanya dari suatu negara;
Hukum internasional rnodem tumbuh dan berkembang dari perjanjian -
perjanjian internasional HAM yang terus meningkat sejak tahtur l94g selain
dai doktrin dan kebiasaaan Internasional-

2- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; setruah traktat multilateral
mem*at de*gan ekrytisit pasal-pasal mengenai pertindrxrgan Hak
Mannusia- Piagarn pBB ini yang memulai intemasionalisasi HfuM

' 3. The International Bilt of Human Rights; igilah yang digunakan untuk
mentnrjuk pada tiga instnunen pokok HAM beserta optional protocol n1a
yang dirancang oleh pBB. Ketiga Instnrmen itu adarah;

. Deklarasi Universal HAM/DU-IIAM (t94S)

. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan politik ag66)
o Kovenafl Internasional tentang Hak Ekono*ni, sosial, Budaya (196d)

Perkembangan pemikiraa tentang IIAM selanjutnya tidak bisa dilepaskan
dari jasa seorang ahli hukum dari perancis yang bernama Karel vasak vasak

).ang
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rnerlbantu kita trntuk memahami dengan lebih baik perkernbangan substansi hak-hak

1'ang terkardung di dalam konsep HAM- Vasak menggunakan istilah "generasin'

untuk menunjuk pada subs,.ansi dan runag tingkup hak-hak yang diprioritaskan pada

satu ktmn r*'aktu tertentu. Ia membuat kategori generasi berdasarka slogan Revolusi

Perancis yang terkenal yakni "kebebasan,'persamiun, dan persaud araanf'tF. 1{enurut

Vasalq masirg*nasing kata dari slogan itu sedikit banyak rnencerrninkan

perkembangan dari kategori-kategori atau generasi-generasi hak yang berffia.
Penggunaan istilah "generasi" dalam rnelihat perkembangan HAM tidaklah

dirnaksudkan sebagai representasi kehidupan yarg rill, rnodel ini tak lebih dari

sekedar suafu ekspresi dari suatu perkembangan yang sangat rumit. Secara garis

besar Vasak membedakan generasi HAM itr ke dalam tiga genarasi yakni (l) HAM
generasi pe#ama sering disebut sebagai era HAM sipil dan politik, (2) HAM
generasi kedua sering disebut sebagai era HAM ekonomi, sosial, dan budaya

(EKOSOB), dan (3) fL{M generasi ketiga atau yang dikenal sebagai era IIAM atas

pembangunanlT. r d

B. Hak Anak Untuk Mendapatkan perlindungan

Anak adalah salah satu kelompok rentan yqng wqiib dilindungi oleh negara.

Da{am Konnensi tentang Hak Anak, yang dirnaksud &ngan anak adalah setiap orang
y,ang behxn mencapai usia 18 tahurl atau kedewasaan telah dicapai sebelurn usia

tersebutrs. flak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalarn kandungan-

Sebagai {Egaa peserta Konrrcnsi tentaeg Hak Anak I*rdoresia rremprnyai kewajiban
untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak anak, di antaranya :

l: Meld<ukan penceg&a €* u*k te*rirdar dari perrculikan, penyelgndupan

dan penjualan;

tu Karel Vasah A 30 -Year Struggle -"The Sustained ffirts to Give Force of Law to the
universal Declaraion of Human Rigfur', {Jnesco courier, Nor,,eilber lg?7. Hhrr.2g-32t7 

Rhona K-M. 
-Smith, 

AAc,"Op.' Cit. Hal - l 5 - 1 7 -

'8 B,AB I Pasal I Converfionon the Rights of Children. Dinyatakan bahwa ..For the purpose
of the present Convention, a child Etegls every hu*un being below tto ug" of eighteen years unless,
1*. 1" law applicab!" to tto child, majority is attained earlier:'. 

-noul 
tialtenberg [nstitute

Compilotion of Human Rtghts Instrumefts - Edited by- Goran Melander, et- All- uuniri, Nijhoff
Publisjer, ki<teo/Boston - 2004 - Hal. 263.
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2. Melirdungi anak dari kehilangan keluarg4 eksploitasi ekonomi baik secara

fisik maupun psokologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi , dan dalarn

keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata, dan

anak yang berkonftik dengan hukum;

3- Menjarnin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran,

penganiayaan dan eksploitasi; dan

4- LX'larang memberikan perlakuan/frukuman yang kejam, penjatutran hukrmran

mati, penjara seumur hidup , penahanan. semena-mena dan perampasair

kemeffiaanle

Fakta yan ,Jitemui di-lapangan, kendati secara normatif pengaturan tentang

perlinCungan anak telah ada , tetapi senyatanya anak yang menjadi korban kekerasan

jurdahnya ctkup fenomenal. Setidaknya dari 10.000 anak Indonesia 302 di
antaranya mengalami kekerasan atau setara dengan 3,02 persen: Kalau d.itotalkan

diseluruh Indonesia, maka setidaknya 2J7 juta anak Indonesia pernah mer{adi
korban kekerasan2o- Ironisnya lagi tinda^k -kekerasan itu ternyata banyak yang

dilakukan oleh orang tua sendiri baik kandung maupun asuh dan angkaf selain ada
juga yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya oleh majikandan sebagainya-

Kewajiban untuk rnelindungi anak adalah kewajiban semua pihak dalam hal

ini negara, oftlng tua dan masyarakat't. Hak-hrk fundamental anak yang wajib ur,fi*
dilindungi di antaranya22 :

1. Hak untuk bertahan hidup

?. Hak untuk mendapalkan perlindungan

3. Hakuntukhmbuhkembang

4. Hak uofi* berpartisipasi..

Selain itu hal lain yang tidak kalah penting adalah batrwa setiap anak

rnemi{iki hak untuk dilindungai dari berbagai bentuk kekerasan. Undang-UndangNo.

23 Tahun 402 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi secara

It LihatUU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak
Seperti diungkapkan oleh menteii Negara Pemberdal,aan perempuan dan perlindungan

Anak - Harion Kompas Sabtu, 19 Desember 2009
2t BAB IV Mengenai Kewajiban dan Tanggungiawab- uU No- 23 tahgn 21y12 tentang

Perlirrdtrngan Anak. Pasal 2O s.d pasal 26.;fil;;iiiffi;fi :;[ 5#" Hat 270
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eksplisit inengenai kekerasan terriradap anak, tetapi UU ini sesuai dengan tujuannya

nteflgatur 'nrengenai perlirdungan bagi alrak yang rnenga{anri kekerasan baik fiisik
maupun psikis23 - Ketentuan pmal 13 UU No- 23 tdrun 2ffi3 menyatakan bahwa

seti'ap anak selama dalam pengasuhan orung iua, rvali, atau pihak ,lain nrana pun yaog

Serranggungjawab aias pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi;

.b. eksfloitasi, baik ekor*omi rriaupun seksual;

c. penelantarani :

' d.kekejarnan,kekerasan,danpenganiayaan;

e. ketidakadilan;dan

f, pertakuan satrah lainnya.

Dan dalam pasal ayat (2) nyzdinyatakan bahwa Dalarn hal orang tua, wali
atau pengasuh anak melakukan segala bentuk .pertakuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukumaa- Selanjutnya dalam

pasal 15 UU No- 23 Tahun 2002 menyatakan bahvva Setiap anak berhak untuk

memperoleh :perlhduagan dari :

a. penyalahgunaim dalam kegixan politk;
b. pelibatan"dalam sengketa bersenjata;

c. pelibatan dalarn kerusuhan sosial;

d- pelibatan dalam peristiwa yangmengandung u{lsur

kekerasan; dan

e. pe+iUatan d&rn peperangan.

Pasal 16 mebngkapi pengaturan tentaag perlirdungan anak ini &ngan
menyatakan ba&rwa:

l- setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran

penganiayaan,pnyiksaan, atau penjatuhan ht*urnan yang tidak manusiavii.

2. Setiap anak Hrak unhrk nremperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

3. Penangkapar,, penahanan, atau tindak pidana penjam anak hanya dilakr&an

apabila sesuai dengan hukum yang bertaku dan hanya dapat d.ilalq*an

sebagai upaya terakhir.

23 UU No. 23 Tahun 2002, pasal 13, 15. dan 16-
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C Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional

Instrumen HAM secara ufilurn dapat dibedakan ke dalam dua kategori yakni

Detrlarasi dan Konvensi. Kedua benfuk intsrurnen ini"sama-sarna mengikat dan

nrernitiki kckuatan nrengkat, hanya sqia bedanya deklarasi mempakan suatu

lernyataan sepih$ tailpa kekuatar-r hukum sehinga kekuatan nrergikatnya sebatas

mengikat secara rnoral (marally bindtndi, sehingga bagi pelanggarnya tidak dapat

dikendcan sanksi hukurn rnelainkanhanya saiksi rnoral belaka Seba{iknya konvensi

nrmiliki kekuatan rnengikat se€ara hukurn (lesalb binding), ini bera*i pel^anggaran

ter.hadap konvensi meiliki akibat htd<umdan dryat dikenai sanksi hukum.

lnstrumen HAM dapat ditcelompokan ke dalam dua kel,ompok yaitu

. inskurnent HAM internasional dan ins&nnent ft{M nasional. Masing-masing

instnunent itu akan diuraikan di bavvah ini-

I. Instrumen fLAiVl Internasional2{

1. Deklarasi Universal HakAsasi Manusia pUHAM-

DUHAIV adalah elemen pertama dari Peraturan Perundang-u'ndangan HAM
Interrasional (Internationol Bill of Right$, yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan

fundamental. DUHAI\'I di deklarasikan pada t4nggal l0 Deser,rrber 1948. Hak dan

kebebasan yang tercanrum dalam DT HAM mencakup sekumpulan hak 1.ang

lelSkaR baik if.r hal sipil,politik, budaya , ekonomi, dan dan sosial setiap individu

mauPun beberapa hak kolektif . Negara Anggota PBB Wajib Untuk I\denghormati

, DUHAM

2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan potitik (KIIISP)
KIHSP rnengandung hak-hak denmkratis yang esensial, kebanyakan terkait

dengan berfungsinya suatu negara dan hrtrnmgannya &ngan warga n€garanya-

Idonesia Meratifikasi dengan UU No- 12 Tahun 2005 Berbagai hak yang termtrat

dalarn KIHSP diantaranya :

1- Hak untuk merpnfi-&annasib sendiri

'o Rhona. K-M.Smirh, dkk.,Ibid. Hat- Bi-146
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2. Hak untuk hidup

3. Kebebasan Ercnyiunpaikanpendapat

4. Hak beragama dan berkeya_kinan

3' Konvensi lnternasionar tentang trak Ekonoqi, sosiar dan Budaya (KrHEsB]
Ilrdonesia Meratifrkasi dengan konvensi ini uu No r t rahun 2005.

Beberapa hak 1'ang diatur dalarn konvensi ini antara lain :
l. Pendidikan (pasal 13 KIHESB) ,

2- 2-Hak Pekerja : pasar {6) mernantapkan hak atas pekerjaan, pasar (7) hak atas
kondisi kerja 1'ang adil dan .baik , pasal (s) hak untuk menrbentuk dan
nenjadi anggota serikat pekeda dan pasal (9)hak atas jaminan sosial

3' $tandar Kehidupan yaag Layak; pasar lr ayar (r) KIHESB rnenyatakan
bahwa : " negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang
atas standar kehidupan yang rayak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk

ryga&, sanda:rg, dan perumahan yang layak o'an -atas. perbaikan kondisi
penghidupa* yang bersifat tenx.,menerus

4. Konvensi tentang Hak Anak

Lingkup Konvesi Anak tenhr saja dispesifikasikan untuk anak. pasal r
Konvensi ini rrrenyatakan bahwa Konvemi iai berlaku untuk setiap orang yang
berada di bawah rxrulr l8'ta*run kectrali kedewasaan sudah tercapai sebelwnny,a
Kom'ensi tentang tlak Anak addah instnxrlen pating kornperehensif yang berlaku
berdasarkan rezimllAM Inr.crnasional atau regionar manapun.

Empat Prinsip pad*an yarq Mengat,r Bekerjanya Konreensi Anak
1. Prinsip non diskriminasi fuasal 2)
2. Prinsip kepentingan terbaik anak (pasal 3)

3- Hak unhrk hidup, kerangsungan hidup dan pengembangan anak (pasar 6)
4. Pandangan anak (pasal 12)
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5' Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Perempuan (Konvensi CEDAW)

Konrrensi yang di+etapkan pBB pada tanggal rg Desember lg4g ini
bertuj's, untuk dapat rnervqiudkan keadilan jerder. Hal ini rnenrpakan tantanga{l
karena fiasih dianutnya stereotif negatif dan mitos secara cukup rnetlas tentang siftt
pe-r€rilpuan (mis: perempuan sebagai penggoda)- Kenya,taan ini berpengaruh pada
realitas bahwa lebih banyak perempuan daripda lakilaki yang mengalami
diskrimin'asi ierbasis'jender. Karena walaupun DUIIAM (1943) telah rnenjamin
FIAM retiap orang, narnunternyata belum memberikan jaminan bagi perwujudan*rak
p€rempuaa - {ndonesia meratifikasi konvensi ini dangan UU No. 7 Tahuri l9g4

Kewqiiban negara peserta Konvensi CEDAW berkaitan dengan peghormatan
dan perlindungan HAM perempuan adalarh:

t' [4enghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan
inembuat aturan , undang-undang, dan ketentuan yang tidak bertentangqa
dengan semangat Can prinsip,Konvensi Wanita;

2- Menpunyai tanggurg jawab morar t*hrk rnenghapus .segala bentuk
kekerasan terhadap perempuafl, kekerasan fisik, mental, seksuar, dan
ekonomi.

6. Konvensi Menentang penyiksaan

Konvensi Mener€a"ng Penyiksaan dan Pertakuan atau penghukuman lain 1,ang
Kejam, Tidak Manusiawi atau l\4erendahkan Martabat adalah luar biasa, kar.-na
instnrnen ini rnernbahas suatrr hak tunggal yang tercantum dalam DUIIAM dan
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Indorresia Meratifikasi
konvensi ini &ngan UU No. 5 Tatnrn 199g.

Pasal I konvensi rnenetapkan lingkup perlakuan yang dicakup oleh konvensi
yaitu "untuk maksud konvensi ini, istilah ,,penyiksaan,, berarti tindak apapun yang
dengan tirdakan itu berakibat rasa sakit atau penderitaan yang berat, fisik maup,n
mental, secara sengaja dilahd<an terhadap seseorang untuk maksud seperti
mendapa&an dari orang tersebut atau orang ketiga informasi atau pengakuan,
rnenghkYnya atas tindak yang dilakukan atau disangka dilakukan olehnya atau
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untuk nrengintimidasi atau memaksanya atau orang ketiga, atau karena alasan apapun
yang didasarkan pada diskrirninasi apapun ketika, apabila rasa sakit atau penderitaan

demikiar dilakukan oleh aku atas has*tan atau atas persetujuan atau persetujuan
diamdiann pejsat putilik atau orang lain yang bertindak datam {<apasitas resrni-
Penyiksaan tidak mencakrry rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata tim.bul
dari,inherendalarn,atau yangterjadi sebagai akibat sanksi hukurn .

7- Konvensi Kow'ensi rentang penghapusan Diskriminasi Rasial
Konlensi {nteraasional tentang Penghapusan Segatra Bentuk Diskrinrinasi

Rasial dibuat sebelurn Konvensi Inierasional tentang Hak Sipil dan politik serta
Konvensi Iaternasional teniak Hak Ekonomi. Sosial dan Budaya y-ang sering juga
disebut sebagai Kovenan kernbar- Konvensi ini juga berlaku jauh sebelum mulai
berlaku.'rya Kovenan kernbar ters-ebut - Indonesia Meratifikasi dengan UU No. 29
Tahun 1999

Konverxi ini dilatar belakangi oleh ketegangan rasial yang rnenjadi isu besar
di bany'ak negara setelah pembentukan pBB- Seiring dengan menyebarkan
dekolonisasi, dukungan dari rcgara-negara merdeka yang lebih baru di A&ika dan
Asia mernpercepat diambilnya tindakan khusus untuk metarvan diskriminasi rasial.
Konveasi ini diterima hanya kurang dari dua tahun setelah Deklarasi pBB tentang
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Konvensi ini menetupkan lingkup diskriminasi pasal I ayat(l) : ,dalam

Konvensi ini, isti{ah "diskrimainasi rasial,, berarti setiap , pengucilan,
pembatasan atau prefelensi yary didasarlan pada ras, warna kulit, keturunaa atau

' kebangsaan, asal-ususl etnis, yang bertujuan atau berakibat dibatalkan atau
dilaEanginya Pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak dan kebebasan
fundamental mzrrusia, atas dasar kesetaraafl di bidang politik, Ekonomi, Sosial,
Budaya dan bidang kehidupan publik lainnya.
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8. Prinsip Konvensi-Konvensi organisasi perburuhan Internasional

Organisasi Pe$uruhan Intenrasional atau Internaiional Labour Organimrion

{ILO) dibenfi* pada tahun l9i9 berdasarkan perjanjian Yersaites yang nrengakhiri

Perang Drxria I- Liga Bangsa-Bangsa Sendiri menetapkan ker+.ajiban pada oe-gara

anggota untrd< "memastikan dan mernpertahankan kondrsi kerla yang adil dan

manusiawi bagi laki-laki, perempuan dan anak . trndonesia ,Meratifikasi delap-r

trnstrumen IIAM Dasar di bar+'ah nauqgan ILO ini. Kanvensi Dasar di bawdr

n&r{rgan ILO1,ang telah disahkan oieh Indonesia yaitu:

l- Konvensi No. 29 Mengenai Kerja Paksa aau Kerja \Yajib.tahun {93O;

2- Konvensi No. lO5 mengenai Penghapusan Kerja Paksa, tahun 1957;

3- Konvensi N'o- 87 mengenai Kebebasail Berse{ikat dan Perlindrxrgan

Hak Untuk Berorganisasi, tahun 1.948;

4- Konvensi No. 98 rnengenai Penerapan Asas-Asas Hak tmhtk

Berorganisasi dan Tawar Menawar Koiektif, tahun Lg49;

5- Konvensi-Konvensi No. 100 mengenai Rl-*ernurasi Setara antar

tCaki.daa Perenepuan, tahun I 95 I ;

6- Konvensi No. l1l mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaaa dan

Jabatan, tahiun I958;

7- Konvensi No. 138 mengenai Umur Minimwn Untuk Dipetrerjakan,

. tahun 1973;

8- Konvensi No. 182 nrengenai Tind*an Segera Untuk Menghapuskan

dan Mrengumrgi Bentu Terburuk dari P€keria Anak, tdrun. I 999.

II. Instrumen IIArV Nasional2s'

l- Jaminan IIAM Dalam Konstitusi Republik fndonesia Hasil Amandemen

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUD Sernentma

(UUDS) tahrxr 1950 1'ang pemah berlaku selama sekitar lO taturn, rnemuat pasal-

pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lebih lengkapdibmCingkan dengan Ir,t D
t945- -Balrkan bisadikatakan ke&.ra UUD tersebut rnendasar*an ketentuan-kdentuan

yang berkaitatr dengan HAM-nya pada Deklarasi Universal Hak Asasi lvfanusia

x !bid.,Hal.z47-273-

t6



(DUHAM) yang mulai berlaku pada tanggal l0 Desember lg48 - Kedua konstitusi

Indonesia ini mengatur m€nsDenai HAM dalam bagian tersendrri- datarn bagian V

yang berjudul "Hak+akdan Kebebasan Dasar" .

Pada ta,ggal 5 Juli Tahun 1959 rnelalui Keppres No. l5O Tahun 1959

(dikenal dengan istilah dekrit presiden) dimana UUD 1945 dinydakan berlaku

kernbali di 'Indonesiq sehingga ketentuan tentang HAM di dalamnya juga bedalu

kembaii - Pda era Orde Baru, pernerintah seakan-akan brsikap anti terhadap

eksistensi suatu piagarn HAM, sehingga setiap ada upaya ke arah itu selalu dijawab

'bahwa piagaar semacam itu tidak dibutuhkan karena masalah HAM sudah diatur di

dalam berbagai pe{aturan perundang

Pada tahun 1998 terjadi peruba*ran yang sQnifikan dimana sebagai dampak

positif dari reformasi tahun 1998, diberlakukanlatr Ketetapan MPR Nomor

XVIITMPR/l998 tentang HAM yang ditetapkan dalam Sidang Istimewa MPR

tanggal 13 Noveneber 1998. Dite'tapkannya Perubahan Kedua UUD 1945 dalarn

Sidang Tahunan MIR yang F{tama pada tanggal T - 18 Agustus tahun 2000- Hasi}

nya adaldr ditetrykarmya bab khusus,vang rnengatur mengenai IIAM dalam Bab XA
Perubahan kedua {.I{JD 1945 {Pasal 28 A-28 J)-

2. Jaininan Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No. 39

Tahun 1999

Pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan diaturdergan l*ebih rysifik, dan

UU ini mergatur hak-hakdasar yang wajib rnerdapatkan perlirduryan di antaranya

1'ang termasr*dalarn HakSipil dan Politik serta 1'ang ternasukdalarn ttrak Ekonomi,

Sosial dan Budaya. Dalam UU ini terdapat berbagai asas :

(1) Asas-Asas Perlindungan I{AM dalarn UU Nomor 39 Tatrun 1999 (bersifat

universal)

l - U-U ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjujunjung tinggi

HAIU dan Kebebasan Manusia (pasal ?),

2- L4enegaskan prinsip non diskriminasi fuasal 3 dan pasal 5), dirnana setiap

orang dildtirkan sama dan sederajat sehingga berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindtrngan dan perlakuan yang sama dihdapan hukum-

I
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3- Jaminan perlindungan atas hak-hak yailg tidak dapat diktrrangi dalam situasi

apapun (pasal 4). Hak yang termasuk dalarn kategori ini adatah hak untuk

hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pr.ibadi, pikiran dan hati

ru.xani, hak mfi* bergama, hak txrtuk tidak diperbudak, persamaan hukum

dan hak untuk tidakdituntut atas dasar hukucr yang ber{aku surut.

Beberapa hal yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun Lg98 :

l. Persanraan di Hdapan Htftum dan Impamiatitas {pasal 5)

2- Perlindungan Masyarakat Adat (pasal 6)

3. Upaya Hukurn Nmional dan Internasional{pmal 7)

4. Taaggung Jawab Pernerintah (pasal 8)

Hak-hak Yarrg Diaturdan Dijamin dalam UU No 39 rahun 1999

1. Hak Untuk Hidup-

2- Hak Berkeluarga dan MelanjutkanKetumnan

3- Hak Untuk I\dqngembangkan Diri

5. Hak Atas Kebebasan Pribadi

6- Hak Atas Kesejahteraan

7. Hak Unhrk Tunrt Serta Dalam

8- Pemerintahan

g- Hukfl*rasaAman

10. HakPerempuan

. 3. Perlindungan IL{11{dalam Pengadilan Anak

Pc*gadilan anak r,nerupakan suatu lembaga yang rclatif baru datrarn

mekanisrre penegakan hukum lrtususnya bagi anak, yang ditetapkan m€fralui UU No.

3 Tahwr 1997 tentarg Pengadilan Anak . fengadilan anak nremilki spsifikasi

khusus yang berbeda dengan pengadilan orang dewasa terutama dalarn proses

beracaranya - Spesifikasi khusus pengadilan anak dalam praktik beracara ada,Iah

sebagai berikut:
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l- Pemlsatasan Umur. Yangdapat disidangkan di Pengadilan Anak adalah anak

yang berusia antara I sampai i8 tahrm

2. Pembatosan Linglary Mas;alah. Yang d*Ft diperiksaadalah masalah yalg

menyangkut anak nakal (pasal 1 ayat (2})

3. Ditangani oieh Pejabet Khusus. Perkara anak nd<al da.larn setiap

'iiagkatarxrya yakni penyidikan, penun&ltan, dan pengadilan, harus ditangani

olehpejabat khusus yang memiliki kualifikasi.dan syarat yang khusus

4. Peran Pembimbing kemasyarakatan

5. Susssna Pemeri*sun Kekeluargaan

5. Keharusan Spliting- Anak tidak .bol€h diadili bersarna-saifla dengan orang

dervasa, nreskipun melakukan tindak pidana bersar-na-sama orang dewasa

7. Acara Pemeriksaan Tertutup. Demi kepentingan analq tetapi putusan harus

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

D iper i'ksa hakim t unggal

Masa penahanan lebih singkat dibandingkan dengan masa penahanan

menurut KUTIAP

10. Hukuruan Lebih Ringan. Hukurnan maksimal ada{ah l0 Tahun dan tidak

mengenal hukumanrnati dan pidana seurlur hidup

D. Peraturan Daerah

I. Pengertian Peraturan l)aerah

U'ndang-Urdang Dasar Negaa.RI tahrxr 1945 rnemberikan .hak kepada

Pemerintah Daerdr untt* menetapkan Peraturan Daerah {Perda) dan peraturan-

peraturan lainnp untuk melaks'anakan ottrromi dan flrgm.pembetuan- Penge,rtian

Perda itu sendiri sebagairnana ketentuan pasal I angka 7 UU t{o. lO Tahun 2O04

tentary Pembentr*an Peraturasr Penrndang-Undargan adalah praturan peruxdlang-

an yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

dengan persefujuan bersama keBda daerah. Perdl secara yuridis diakui sebagai

bagian itegral dari peraturan grenxrdang-undangan di Republik ladonesia. Dimana

yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan sebagairnana pasal 7 UU No.

1 Tailrn 2004 adalah (1) perda propinsi vang dibuat oteh DPRD propinsi bersarna

8.

j9.
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gubemur, (2) perda kabupaten/kota yang dibuat oleh DPRD kabupatenA<ota belsama

bupati/*alikota, dan (3) peraturan desa/peratuan yang setingkat yang dibuat oleh

lembaga perrvakilan desa atau nafila lainnya krsamakepala desa aau narna lainnya.

Dalarn per*r{itia.n ini nrang lingkupnya hanya dibatasi pada pengkajian perda

kabupaten/kota.

Fungsi perda adalah sebagai pedoman bagi pemerintah kerah (pernd4

dalarn rneld<sanakan urusafl-urusan daerah- Selain itu, prda rnenryakan instrumen

bagi perlindwtgail huktim rakyat di daerah - Perda juga berfungsi sebagai instrurnen

pengedali pe.laksana , kaena esensi dari otonorni daerah adatah kemantiirian dan

keleluasan sebagai daerah o&onom yang berhali mengafur dan rnengurus urusan

mrnah tangganya sendiri, b*an suatu benttrk kebebasan suatu satuan pemerintah

yang rner-deka26.

2. Asas-,A.sas Dalam Pembentukan Perafuran Daerah

Pernb€r+t'.rka perda sebagai bagian integral dari peraturan perundang-

undangan harus rn€ilgacu pada asas-asas hukum sebagai sesuafu yang dapat

dijadikan sebagai alas, dasar, mengembalikan sesuatu hal 1,ang hendak dijelaskan2T-

Asas tr.rkum bukaola.h sesuatu yang sudah konkrit dan dapat dipakai langsung dalam

praktik, sehingga isinya pedu dibentuk lehih konkrit, artinya suatu asas hukum masih
periu dikorkretisasikan meqiadi rlorrna huku{n positif jika ingin operasional .dan
dapat digunakan dalam praktik

Ddam 'pmbentrfta perda asas-aszn hukum umu{n pernbentukan peratrran

p"-rwdang-undailga{r secara dedufrdif bertaku bagi pernebentukan perda, karena perda

adatah bagian iraegral dari konsep peraturan penmdang-undangan- Asas-asas hukrxn
ulrHlq tersebut rRenurut A. Hamid S. Attarnimi adatah Pancasila, negara ber:dasarkan

x 
Sukowiyono . Otonomi Daerdt dolam Negara Huhm Indonesio, Pembenlwksn Peroturan

daerah Pa4isipatif, Jakarta: Faza lWediq 2006-Hlrn. 123-

'Mahadi- Falsa{ah l{ukam Saatu Penganlar, Bandung: Citra Aditla Bhakti, l9B9 -Hlrn-
1.19.

28 A. Hamid S- Aframimi. "Peranan Keputusan Presiden Repubiik Indonesia Dalam
Penyeienggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang
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Selain aszrs-asas hukum umum, juga trdapat sas-asas hukum khusus khus,.rs

per$be{rtukan peraturana penrndang-undangan yang &rlaku bagi perda yaitu {l)
'asas-asas formal, rneliputi asas fujuan yang jelas, asits per.lunya pengaturan, asas

materi muatan yang.tepai, asas dapat dita-ksanakan, dan asas dapat dikenali; dan (2)

asas-asas rnaterial rneliputi asas prosedur, asas bentuk dan kewenagan, asas

kelernbagaan yang tepat, dan asas isi peraturan2e. Berdasarkan pada pasal 5 UU No.

l0 Tahun 2W4, rnaka Perda hanrs ,mernperiratikan asas-asas prosedur.al

(for.rnal ) sebagai berikut:

l. Asas kejelasan'tujuan, a(inya pembentukan Perda harus memp.wryai tujuan

yangjelas yang hendak dircapai;

2. Asas kelembagaan atau oqgan pembenhrk yang tepat , artinya Perda harus

dibuat oleh lernbagalpqiabat pembentuk P.erda yang berwenang. perda

tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum jika dibuat oleh

pejabat/lembaga yang tidak knver*,g;
3- Asas kesest#an antara jenis ,Can rnateri .rnuatan, artinya <ialam pembentukan

Persda haars bepar-benar memperhatikan"rnateri rnuatan yang tepat;

4- Asasdapatdilaksanakan, artinya pernbenttrkan Perda hanrs memperhitungkan

efektifitas Perda tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis

,maupun sosiologis;

5- Asas kedayagunaail dan kehasilgunaan, artinya Perda ditxlat karena {ner*ang

benar-hrar daibutuhkart dan berrnanfaat id*lu* datam rnengatur kehidupan

berrnasyarakat, berbangsa, dafl bernegara;

6- Asas tejelasan rurflusan artinya perda harus rnemenuhi persayaratan teknis

penyuuinan Perda, sistematika dan pilihan kita kda atau ter,nrinologi, 53rta

bahasa hukumnya jelas dan mudah di rnengel*ti, sehingga tidak nrenimnbulkan

be$agai rnacam interprestasi dalam pelaksanaannya;

7 - Asasketerbukaan, artiaya dalam proses penrbentukan Perda, mulai dari

perslapan, Frelrcana:m, penJrususnan dan pembahasan bersifat trampaan dan

Berfimgsi Pengaturan Dalam Kurun lVd<tu Petita I - Pelita f\1", Disertasr, Jakarta: Universitas
fndonesia, 190. Hkn- 307

D tbid.,Hlm.357.
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t€rbuka- Seltrruh lds.tt rnasyarakat mernpunyai kesempatan yang seluas-

luasnya untuk memberikan rnaslrkandalarn proses pmbuatan Perda.

Selanjutnya rnengacu pada pasala 5 UU No. l0 Tahun )OA4, maka materi

mualan Perda harus rnengandung asm.asas htrktrm sebagai berikut :

l. Asaspengayoman;

2- Asas kemanusiaan;

.3- Asaskebangsaan

4. i{sas kekeluargaan;

- 5. Asas kemrsantaftu[l;

6- Asm bhineka tuaggal ika;

7- Asaskadilan;

8. Asas keteribandan kepastian hukum;

9- Asas kesarnaan kedudukan daram hukurn dan prnerintahan;

IO- Asas keseirnbangan, keserasian, dan keselarasan-

Da'lam rangka pelaksanaan kewenangan menguus kepentingan rnasyarakat,

maka kepala daerah bersama - siuna dengan DPRD menetapkan Perda. Sbcara

prinsispil, pasal 12 UU No. 10 Tahun 2004 jo pasal 136 s.d pasal 149 UU pernda No.
32 Tahun 20o4 telah rnemuat acuan norrnatif penrbenhrkan perda yaitu :

1' DPfi.D mernbenark Perda y-ang dibatras d^.ngan Kepala Daerah untuk

mendapatkan prsetuj uan bersama;

2- Perda ditetapkan oleh Ke@a Daerah setelah mendapatkan prsetujuan

bemamDpRD;

3. Perda dibentuk dalam rangka penyeleuggaraan otonomi, fugas

dan penjabaan tebih laqiut perattran penrndang-undangan yang lebih tinggi
der-gan memperhatikan ciri khas masiag-rnasing daerafu

4' Perda tidakboleh bertentargan dengan kepentirgan umum dan/atauperaturan

perundang-undangan yang lebih tinggi ;

5' Perda dapat memuat ketenttran beban biaya paksaan penegakan hukum atau

pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebany-ak-banyaknya

lima puluh juta rupiah;

6- Perda dary'atau keputusan Kepala Daerahditetapkan untuk melaksanakannya;
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)

Ftrda aar@*m ddaril lrr*qr$r e€se dan Frr*uran Kepata daerdr

d*rsffi"#ffi berita dem&;

Ferda ncnrtrtiuk peieat teretril sb€ai Pejebat Penyidft Pelqgaaran

Perafiran lHr (PPNS Perdatu keran k@ I)aerdr)-
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BAB III
TUJUAN DAN MANTAAT PEI\TELITIAN

A. Tujuaa Penelitian

Perelitian ini bertqiuan untuk:

L iVenginver,rtarisasi dan menganalisis Peraturan Daerdr tentang perlindungan

anakdi KataPalembang.

2. Mengetahui dan menganalisis sinkronisasi pengaturan mergenai

pertind.ungan inakdi Kota Palemba*gterhadap UU i.io.23 Tatrun 2ffi2
teqtang Perlindungan anak sebagai salah satu sumber h*um FIAM yang

mengatur tentailg perlindungan anak di Indonesia.

B. Manfaat/Urgensi Penelitian

: Penelitian ini dianggap penting karena secara teoritis dapat memberikan

kontribusi bagi perkembangan Hulim HAM di Surnatera Selatan khususnya Kota

Palembang sebagai upaya rnenjarnin tercapainya penghorrrnatan, perlindungan,

pe-nrajuan, <ian pernenr*ran HAM bagi u'arga masya.rakat, dan secara praktis dapat

menrberikafl kontribusi bbrupa rekomendasi kepada lernbaga yang berwenang

berkaitan dengan upaya untuk mensikronisasi dan meng[rarmonisasi perahrran-

peraturan tenta*g perlindungan anak yang ada terhadap perahrr,an yang lain untuk

rner*perlancar proses penegakan perat"rxan tersebut pada rnasa.yang *an datang.
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BAB IV
METODf, Pf,NELITIAN

A. Pendeliatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan norcnatif atau dogmatk
hukum sebagai pendekatan utamanya berdasarkan.paradi.graa hermcunetik yalg
dianut dan konsistensinya dengan persoalan hukum yang dikaji- Tujuan nya untuk
rnengkaji hukum positif dalarn arti "nnerghirnpun, mernqrarkaa, mensistema{isasi,
rnenganalisis, menaf,sirkan dan men'rlai nornra-Rorna hukum positif yang mengatur
t€ntang pembentukan Perda dalam kerangka tatanan atau.sistern hukum yang berlaku
dan ke dalarn tatanan kernasyarak atan (social system) 1,ang dalam tatanan itu hukurn
adatah salah satu subsistemnya3o-

B. Jenis Penelitian .i-:

Penelitian dengan ;iudul 3ua..l Sinkronisasi peraturan Daerah Di Kota
Palembang Terhadap Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan

Anak ini mempakan penelitian hukum normatif3l- Penelitian hukum nomratif adalah
penelitia.r ditujukan terhadap hukum secara instrinsik , dalam hal ini kita hanya
rnerEkaji substansi hukurn32 (materi huklrm) atau d^-ngan kata lain rnengkqii hukum
dari dalam. Penelitian hukum normatif terdiri dari33 :

1. peneli{ian ter{radap i}s:rs-;rsas hukunn

2. penelitian terhadap sistematika.hukum,

. 3. penelitian terhdap tingkat sinkronisasi hukum,

4. per,elitian sejaah hukrun,dsr

o H' 'Ph'visser't -Hooft- Filosofie van de .Rechtswetenschap, Martinus Nijhoff ,Diterjennalrkan oleh Bernard Ariefsidharta . Fi.tsafat Emu HukumBainng: Laboratorium Hukurr FHUnirrersitas Kdotik parahiyangan, 2001.
3t soerjono soetanto-aan'Sri Mamudji, Metode Penelitian t{ukum Normatif, Rajawali presq

J*arta, 190. Hal- 15.

" {'4*r"n"" Freidman m3nyatakan system hukum terdiri dari tiga kelompok yakni Stnrk-turhukum,substansi hukum, dan Budaya hukum- Lihat Satya arir-to,' politik pemhangunan Hupm
!yi*:! P:lam Era Reformasi, Pidato Pergukuhan Guru Besar di AuIa Fakultas Kbdokteran uI, lgMaret2O06.

33 Soerlono Soekanto dan SriMamudji-, Op.Cit. hal- 15
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5. penelitian perbandingan hukum.
.Sedangkan 

Soetandyo Wignjosoebroto meng&ikan penelitian hukurn jenis ini

sebagai penelitian hukurr .doktrinal3a yakai

1. Petrelitian yang.berupa usaha inventarisasi hukurn grsitif
2. Penelitian yaag hrupa usaha penerrnran asas-asas hukum dan dasar

falsafrh (dogrna atau doktrin) hukumpositif

3- Penelitian yang berupa usaha penemum hr*wn in concreto yang {ayak

diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu35

Dalam pene.lilian dilakukan inventarisasi hukurn positifdalam hal ini prodtrk

Peraturan Daerah di kota Palembang yang dibentuk setrama iima tahuil terakhir

khususnya Peraturan Daerah yang memiliki mua-.an pe-agaturan tentang periindungan

anak- Selaniukrya dilakukan penganalisaan rnengenai tingfat sinkronisasi hukum ,

yang dalam hal ini tingkat sinkrort'sasi.Peraturan Daerah yaflg niengatur tentag

perlindungan anak di kota Pabmbang terhadap UU No- 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.

C. Jenis dan Sumtrer Bahan Hukum

Pene-litian hukum ini didasarkan atas bahan-bahan hukum yang bersifat

norrnatif preskiftif- Bahan hukum jenis.ini digun*an teruta.ma untuk mengkaji

substansi Flatlrr& hukrlnn positif (ius constitutum) yatry firengatur,pembentukan

Perda yang berdasarkan kekudan mengikatnya diklasifikasikan sebagai bahan

hr-&urrr primer, bdran hu.kxn sekwder, dafl bdlan huk{m tersier36, yang terdiri dari :

l - Bahan htf,rum pilmer, yaitu bahan-bahan hukum yary mell.gika! yang terdiri dari

norrrut atar kredah dasar {Pffiasila) Peraturan dffiar (UUD Negara Republik

Indonesia Tahun lg45), Undang-Urdang Peraturan PerneriGah, Peraturan

Presiden , Peraturan r,nenteri, Kepufusan Menteri, Perattrran Daerah, P-eraturan

kepala drerah, dan Keputusxr Kepala Drerah. Bahan hulsrnn pnr$er dalam

Y 
Soetandyo Wignjosoebroto, Hu*um Parodigrna, Melode, don Dinamikq Masalohnya-Cet.

l. Jakarta: ELSAMdan HuMa, 2002.
3'Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Iakarta,Zpg-

Hal.42.
3o Soeqlom Soekanto- Pengantor Penelitian Hulcum Jakarta: UI Press, I986 .Hlrn. 52-
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2.

penelitian ini yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23

Tahnn 2W2, Undang-Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997,, Undang-Undang

Nonror 32 tahun 2O04 dan Undang-U,ndang Nor*or 33 Tahrur 2W4, Undang-

Undang Nornor 39 Tahun 1999, serta beberapa praturan daerah yang terkait

dengan masalah yang diteliti dalarn hal iili Perda Kota Palembang yang dibentuk

selama lima tahun terkhir yakni dari tahtrn 20O5 sampai tahun 2W9. Bahan

huknrn prirner ini diperoleh rneldlui sh-tdi kepustakaan {library research) di

beberapa perpusr.akaan di dalam witayah kota Palembang yakni perpustakaan

daerah, peryustakaan Universitas Sriw4jala , perpustakaan di sekretariat DPRD

kota Pahrnbang dan perpustakaan pada kantor wilayah Departemen Hukum

HAM di kota Palembang. Selain itu bahan hokum primel juga ,Ji peroleh dari

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) wilayah Kota Palembang

(sekarang telah berganti nama menjadi KPAI Provinsi Surnatera Sela*.an )yang

merupakan komisi khusus yang ditrentuk dalam rangka optimalisasi pelaksanaan

perlindungzur terhadap anak di lndonesia. ''i

tsahan huktrm sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer,

seperti hasil penelitian, jumal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah

lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kaiangan pakar hukum

termasuk dalam bahan hukurn sekunder ini sepanjang rehvan dengan persoalan

hukum yang dikaji dalam penelitian hukum ini3i, dalam pnelitian bahan hukum

seklrndernya didapatkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan

dengan pennasalahan y,ang ditetiti dan dei hasil sminar ikniah yang dihdiri
oleh penulis baik sebagai peserta maupun'sebagai pernbicara, serta beberapa

jurnal ilmiah iang diterbitkanoleh Departernen Hukum dan HAM.

Bahafl hukum tersier , yaitu bahao hukum perxrnjang yang memberi petmjuk

dan penj.casan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti kamtrs hukum dan kamus kesehatan3t, bahka*, surat kabar, rnajalah

rnirrgguan juga menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang relevan dengan

" Ronny Hanitijo Soemitro- Metodelogi Penelirian Hukum dan Jurimetri- Jakarta: Chalia
Indones;.4 1988, fIIm- 24.

" Soerlono Soekanto dan Sri mamudji. Penelitian Hukum Normatlf Su*u Tinjouon Singkat-
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 . Hkn- l4-l 5-

-t-
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Frsoalan hukum yang dikaji dan diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukunn

tersier didapat dai beberapd harian yang diterbitkan di Kota palembang.

' Selain itu penelkian ini juga didukung oleh data primer. Data primer dalah
data yang didapatkandari sumber pertama3e di lapangan, . atau dengan kata lain.data
yang diproleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama

kalinya@.. Data primer ini sebagai data pendukung unfi.d< metrengkapi data sekunder
yang diperlukan seb4gai bahan analisis data pada talrap selaqiutnya- Dalam penelitian
ini telah .diiakukan wawaocara dengan 5 (lima) orang angota DpRD .Kota

Palentbang, seorang staf bagian. hukum di kartor pemerintah Kora palembang,

Seberapa staf dari Depaaemen Hukum dan IIAM Kantor V/ila1'ah Sumatera Selatan,
dan ketua Kornisi Perliadrxrgan Anak Indonesia Daerah wilayah patrembang yang
sekarang telah benrbah menjadi Kornisi Perlindungan Anak lndonesia (KpAI)
Sumatera Selatasr.

D. Pengolahan Bahan-Bahan Hukum 'ii
Bahan-bahan hukurn yang bersi.fat norrna+iFpreskriptif diolah dengan tahapan

sebagairaana dijelaskan oleh Va"l Hoecke yang diloutip oleh Bemard Arief Sidhartq
yaitu : menstrukrurkan, rnendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukurn,
yangCitakukan dalam 3 (tiga ) tataran, yaituar :

1. Tstcran tefuiis,yaitu menghimpun, menata ulang dan memaparkan peraturan

hukum berdasar'ran hierarkhi sumber hukum untuk memtrangun landasgn

legitimasi dalarn menafsirkan peraturan hukum dengun menerapkan meto&
logika, sehingga tertatadalam suatu sistem hukum yang koheren;

2' Waran tedogis, yaitu mensistematisasi perattrran hu*ilm berdasarkan

substansi h*um' dengan cara memikirkan , rnenata ulang dan menafsirkan
material yuri<tis dalam persfektif teologis, sehingga sisemnya rnenjadi trebih
jelas dan berkernbang, dengan menerapkan meto& teleologis sebagai

patokan sisternatisasi;

] _s9".jo-ng 
k@l", pengantar peneritian Hukum, Jakarta: uI press, r9g4. Halam an - 12-* Marzuki, Metodetogi Riset- cet.3- yogyakarta:Fakul,tas Hulorm ulf, 1997- Hataman. 55.'' Bemard AriefSidharta, Op.Cit.2O00. Hkn. I49-153.
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3' Tataron sistematisasi eksternal, yait{r mensistematisasi hukum dalam rangka
mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hid.rp rnasyarakat,
sehingga dapat rnenafsir ulang pngetian yang ada dan pembentukan
pengertian baru, dengan mererapkan metode interdisiplir,er atau
trans.disipliwr, yaitu nremanilatkan metode dan produli berbagai ilmu
nranusia lainnya, dan pendekatan antisipatif ke masa depan (futurorogi)-
A'dapun falrta kernasyarakatan yang bersifat ernpiris- deskriptif (data

sekunder) diolah &ngan cara k{asifikasi, sis$ematisasi, dan interpretasi, untuk
kemudian dilakr*an p*y pencadaran (description) dan penyrsusnan transkdp
wawaficara urtuk merpmukan pola-pola, merrcari pokok persoalan yang penting
unft* disajikana2

E. Penganalisisan Bahan.Bahan lfukum
Bahan-bahan hukurn bersifat nomratif -preskriptif ilianalisis dengan

menggunakan metoCe norcnafq yakni :

"rnetod€ do*firinal dengan optik preskriptif unfuk secara herrneunetik
menemukan kaedah hukurn yang nrer,reatukan apakah ya'g rnenjadi
kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam ritu*i r."*u?y*ur.utul
tertentu berdasarkan dan dalarn kerangka tatanan hrd<um y*j u"rtutu
dengan selatru nnengrcu pda postivitas, koh*."rrri, keadilan.can,-rnartaoat
rnarusi4 yang dalenn i.rnpl,enrcntasinya (dapat dan s"ring harus)
mernanfaatkan metode dan produk penel itian i.lmu-ilmu s6,s1u1,,+i' 

--

I{asi} analisis $a}ran-ba}ran hukum bersifat ,rorr*u1qf-prerk iptif, kemudian
diinteraksikan dengan faLta kernasyarakatan bersifat empiris.des{nipifl yang (telah}
dianalisis dengan rrenggunakan metode analisis kualitatil yaitu suatu tata cara
andiiis yang menghsi&an data deskriptif analitis, yaitu ,,apa yarg dinyatakan.oleh
infonnan secara tertulis atau lisan, dan perilakunya yaflg ny,ata" yang dipelajari
sebagai s€suatu yang utuh,#

n2 Sudawan Danim- Mcnjoli peyeliti Kualila{.Bandung: pustaka Se*.ia,2000. Hkn- 2O9-a3 Bernard AriefSidrarta_ Op-, CiI-ZOOO., fflm. zl,A.s Soerjono Soekanto., op.Cii., rsaJ. Hirn. irlo
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BA.B V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ?engaturau Tentang Perlindungan AnakDi Kota palemb*ng
A. l. Upaya Perlindungan Anak

Anak mempakan investasi bagi suatu bangsaas dan rnerupakan harapan bagi

masa depan suatu bangsa. Menurut Lhdang-Undang tentang Perlindungan Anak

yang dirnaksud dengan anek tidak semata-mata anak kandmg nrelainkan seluruh

and< 1'ang berada di wialayah 'negara kesatuan Republik Indonesiaa6-'Dalam

sehari-hari sudah selayaknya seorzlng anak mernperoleh hak-haknya

secara layhk, baik hal yang sudah me-rupakan kodrat maupun hak 1.ang diatur dalam

afiEan perundang-undangan. T^-tapi kenyataan yang ada di masyarakat mengnjukan

babwa akhir-akhir ini kasus yang rnelibatkan anak sebagai korban terus menerus

terjadi, bahkan semakin sering terjadi da.lam bentuk yang semakin beragam pula.

Dari'data yang berhasil penulis kumpulkan teinyata dari tahun 2ffi7 s.d'.';2084i

sedikitaya ada 34 kas.rs I'ang inas,.* ke Komisi Perlinduagan A,r13k Indonesia

Provinsi Sumatera Selatan 1'ang melibatkan anak sebagai korban dengan berbagai

kasus. Data selengkapnya dapat dilihat dari tabel-.urbel di baryah ini :

a5 \f,'awancara dengan Dra- Hj- siti Romrah, lvfivl, Kehra KpAI sumatera Selatano6Iru No. 23 Tah; 2s2 teritang p.erlindwrgan Anako' Data ini neerupakan data berlasarkan kisus yang ditangani oleh Komisi perlindungan
Anak Daerah Indonesia Wilayah Palembang yang saat ini telall berubah menjadi Komisi perlindungan
Anak &rdonesia Provinsi Sumatera Selatan. Komisi ini terbentuk pada tahun 2007 sehingga data

feng:nai kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai *orban yung 
-be;husil 

dihimpu"r adalif, u,rtuk
fasus-kas{s yang terjadi sejak tahun 2007 sampai 2@, sedangkan untuk r.ahun ZOm aata yang ada
belum dilakukan rekapitulasi, sehingga penul,is hanya memba.tasi sampai tah-uu 2@.9 saja
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Tabel I
DAFTAR KASUS-KASUS Y.{NG MASUK

DI KOMISI PERLINDUNCAI.{ ANAK INDONESIA (KpAr)
PROVTNSI SUMATER.A SELATAN TA+IUN 2OO7

Tabel2
DAFTAR KASUS.KASUS Y.ANG IvTA.SUK

DI KOMTSI PERLINDTJNCAN ANAK fu.]\TDONESIA {KPA[). PROVTNSI SUMATERA SELATAhI TAHT-IN 2OO8

ou Untuk menjaga kerahasiaan para pihak, maka nama baik pelaku dan korban serta alamat
disamarkan-

No
Nama

Korban
{Jraur
(Thn)

Kssus Pelaku Tanggal
Pengaduari

An. J* 12 Peacurian de{Lgan perr$eratao Mr. J o3nln7
2 An. S l7 ?erbuatan Melawan Hukum Mrs-'SAS ta03n7
J An. MRdan

An- MMN
9 dao4 Perebutan hak asuh anak Mr. SR mlwl07

4 An-MR.A,
Aa-S, dan
An.MW

7,5dan
3

Perebutan hak krrasa asuh Mr. fM, dan
Mrs.A

$nsto7

5 An. VD t5 Menptubuhi anak kandung <ii

bawah umur
Mr- G 20tww

6. An- A 6 Pencabulan Mr.X 05/09t07

No Nama
Korban

Umur
{fhor}

Kasus Pelaku Tangal
Pengaduan

I An.JAS t2 Peac{}riao dengan pernberatan Mr- JBS o3/or/o8
2 An.DK I9 Kekerasan fisik lvfrs. Sf 03/0u08
J An- PEK l3 Kekerasanfisik Mr. Sdt ltfizlo8
4 An- AS dan

An. AR
l4 dan

lt
Penelantaran ekonomi Ii{r. Bh r2103108

5 An. At
An.MZ dan
An- MB

13, lo,
dan 5

Penelantaran-ekonomi Mr. RS 29tO3trB

6 An, RH 1.5 Hakkuasa asuh lvlr- Ss 08/05108
7 An. DDA 5 Hakkuasa asuhdan

penelantaran ekonomi
Mr. DA 19/05/08

I An. Msn l5 K.ekerasan fisik Mr. Ed 02106n8
9 An- JS 6 Hakkuasa asuh Mr- Ho 30106/08
l0 .A,n. SB t4 Kekerasan fisik Mr.X a4la7n8
ll An. UP t7 Kelierman seksual Mr. TT 0r/08i08
t2 An. SP 4 flak kuasa asuh Mr.STn tzfwfi&
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Tabel3
DAFTAR KASUS=KASUS YANG MASUK

Dr KOMIST PERLTNDUNGAN ANAK TNDONESTA{KPAr}
PROVTNST SUMATERA SELATAN TAHUN MOg

No Nama
Korban

Umur
(Thn)

Kasus Pelaku Tanggal
Pengaduan

An- APR 7 Kekerasan seksual Mr- Si t2l0t/w
2 Au. LHJ ) Hakkuasa Asuh Mr. JS 2UAU09
.1

'An. BMP ll Kekerasan fisik MI. UA 2AOVOg
4 An. LA l5 Kekerasan seksual MT.IBI{ 2U0ua9
5 An-VV r6 Percobaan perkosaan dan

aenganiavaan
Mr. Ja 07102/09

6 An. Cn 4 Kekercan seksuaUoencabulan Mr. As t3t02/o9
7 An. CAS dan

An. DMH
4dan3 Kuasa asuh Mr. PL 0ao3/8

8 An- MA J Penelantaran ekonomi Mr. AE 03/o3io9
9 An- WP 9 Penelantaran ekonomi Mr. SH 25lO3lO9
lo An.lRR t4 Kekerasan seksual Mr. Ss 271A3/09
ll An. M RM 3 Hakkuasa asuh Mr- Sh . 28fi4n9
t2 An-NA t4 Kekerasan seksual Mr. Z 0Ua'/09
r3 An. ARD 2 Penelantaran anak Mrs- LA 06t05/89
l4 An. AZ J Kekerasan fis'ik Mr'. As 2:0105/09
I5 An.MFHD 2 Penelantaran ekonom Mr- Wv 26fi5109
t6 An. \'r o.5 Penelantaran ekonom Mrs. Rml t2t06t@

Data di atas hanyalah sebagian kecil dari kasus*kasus yang melibatkan anak

sebagai korban, karena kasus-kasui.di atas hanyalah kasus yang masuk ke KPAI

sejak KPAI dibentuk pada tahun 2w7, sedangkan yang tidak dilaporkan ke KPAI

atau dilaprkan ke lembaga perlindungan anak lainnya s€Frti kepotisian dan

Komnas anak tidak termasuk di situ- Tetapi dari data di atas su&h menunjukafl

bahwa'kasrs-kasus ),arrg melibatkan anak sebagai korban setiap tahunnla meningkat,

ini terlihat dai tsle di atas dinrana p.ada tahun 2007 kasus yang melihtlian an&
yang masuk ke KPAI hanya enam (Q kasus, tahun 2ffi7 meningkat nrenjadi duaHas
(12) kasus, dan tahun 2009 nreni*gkat lagi menjadi enam belas (16) kasus-

Masih nrenurut ketua KPAI Propinsi Sumatera Selatan, bahwa kasus-kasus

yang pemah ditangani KPAI ternyata pelakunla sebagian besar adalah orang tua dari

ailak itu rcndiri, dan biasanya f,aktor utama sebagai penyebabnya adalah
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permasalahan ekoilomiae. Selain itu masihbanyak orangtua yang bersikap ernosional

dalam mendidik anak dengan rn€nggunakan cara kekerasan fisik rnaupun fsikis,

ditam'bah tagi &ngan kurangnya dukungan komunitas (masyarakat) terhadap

bsagai upaya urltuk rnelindungi anak dari segala tindakan y-ang berdarnpak bumk

bagi anak serta beltnn seriusnya :pnanganiln dan penyelesaian kasus-kasus yang

menyangkut anakso menambah panjangnya permasalahan sekiltar anak yang perlu

dicarikan solusinya, sehingga upaya perlindungan terhadap anak harus terus

ditingkatkan dan ditrakukan seczlra kontinyu-

Perlindungan anak sebagaimana diatur dalasr pasal satu (1) Undang-UnCang

Nomor 23 tahun 2O02 tentang Perlindurgan Anak adalah regala kegiatan untuk

menjamin dan rnelindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidgp, tumbuh,

berkembang, dan berpacisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kernanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, jadi

tujuan dari perlindungan anak anak adalah memberikan jaminan bagi terpenuhinya

hak anak atas'hidup, tumhuh, berkernbang, .perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi, serta berpartisipasi secara optimal, yang tujuan jangka panjangnya

adalah rnenciptakan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak muli4 dan sejahtera.

Anak sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu merupakan sal,ah

satu kelornpok yang rentan rneniadi korban, baik korban kekerasan fisik, fsikiq
ekonomi, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Hal ini dikarenakan anak masih

rnemiliki-keterbatasan baik fisik, fikiran, maupun tenaga bita dibandingkan dengan

orang dewasa, oleh karena itu pertinduagafl ter,had4p anak pertu per*ratian

khusus- Upaya perlindungan anak di kxlorresia sebetulnya sudah mulai dilakukan
dan mendapat perhatian cukup serius dewasa ini, hal ini ditunjukan dengan

dibentuknya Undang-Undang Nornor 23 Tahun 28O2 tentang Perlindungan And<sl

sebagai salah satu instrumen hukum secara nmmatif bagi upaya perlindungan anak

ae Disampaikan pada Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia provinsi
Sumatera Selatan, yang disehnggarakan oleh Departemen Hularm daa IIAM Kantor Wila;rah
Sumatera- Sela[an, pada tanggal 09 Novembe r 2Af.9.

" Data dari KPAI yang didapatkan melalui hasil kajian dan temuan lapangan oleh KpAI
Provinsi Sumatera Selatan.

5r Mengenai hak-hak anak yang diahr dalam UU No- 23 Tatrun 20O2 dapat ditihat pada BAB
II.
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dan Keputusan Presiden {KEPPRES} Nornor 77 Tahun 20O3 tentang Kornisi

Perlhdungan Anak (KPA.I).

penyelenggaraan ,pedindungan anak, karena rrr-skiptrn Llpaya per*indtrngan aaak

sudah dilaksanakan tetapi dirasakan beltrn sesuai ketentuar,L standar dan harapan,

sehingga KPAI berfungsi untuk peningkatan, prbaikan dan penye{npu{n€isfl

kebijakan serta pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia sesuai dengan ketertuan

y'angberlaku. Sdangkan tugas KPAI adalah melalcukan sosialisasi se{uruh ketentuair

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindrmgan ffi*,
alengumpulkar da{a dan infarmasi, meneritna pengaduan masyarakat, melakukan

pene{aahan , pe{nantauan, eva{uasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

perlindungan analg selain it{r KPAI juga bertngas untuk memberikan laporan, saran,

rnasukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja KPAI dalam melaksanakarr fungsinya, maka

lernbaga ini !,ersi 1 independen, yang berarti bebas dari penga.-utv'intervensi

eksekutif; legislatif; yudisial, da.n kelonapok masyarakat, kecuali demi kepenlingan

terbaik bagi anak (the best interestfor the elaitd)s2,

Selain dibentuknya UU No. 23 Tahun 20Q2 dan KEPRES No. 77 Tahun

2ffi3, instrurnen hukurn {ainnya baik di level undang-undang , Peraturan Pemeriatah,

maupun Keputusan Presiden yang bertqiuan untuk *"ngho.rnuti, meiindungi,

mernenuhi, dan memajuka., hak anak serta upa)aa perlindungan bagi anak juga

dibefltuk. Instrumen-irrs*rurnen hokum yarqg dimaksud adalah sebagai berikut :

. Undang-Undang Nonror 6 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kesejahteraan A&ak (Lembar,an Negaa Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan

Lembaran Negara Nomor !2a\;
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Tal1n 1992 Nomor I 00, Tambahan Lembaran Negaa libmor 3495);

. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentnng Pengadilan Anak (Iembaran

Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nonror 36fs)

i2 
Drs- Andarus Darahinq Pengumpulan Data Dasar Anak Dalam Rangka Mengefe**ifkan

Perlindungan Anak, M.akalah Dalam Seminar Perlindungan Anak, Jakarta,ZffiT-
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a-

a.

undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang perryesahan Konvensi ILo
138 Mengerai usia l\,{inimum untuk Diperboletrkan Bekeqja ( Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3g35)

undaag-undang Nornor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manesia

(La.nbara"n Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Nor^or 3886)

urxiang-undang'Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers {Lembaran ,Negara

Ta-hun I 999 Nomo r I 66, Tambahan [rmbaran Negara Nornor : g g 7);

undang-undang Nomor I Tahun 2000 tentang peagesahan Konverxi ILo
182 tentang Pelarangan dan Tindakan penghapusan SEgala Bentr*k-Bentuk

Pekerjaan Terbunik untuk.A,nak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30,

Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3941);

undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan FIak Asas.i

Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nornor 208, Tambahan I-embaran

Negara Nomor 4026\;

undang-undaag 32 Tahun 2(H2 tent-ang panyiaran (t embaran |-legara

Tahun 2ffi2 Nomor 139, TambahanLembaran NegaraNomor a252);

Undang-Undang Nornor l3 Tahun 2ffi3 tentang Ketenagakerjaan (Lernbaran

Negara Tahrur 20o3 Nomor 39, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4279j;

Undang-Undang Nomor 2O Tahrrn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembman Negara Tahun 2m3 hlornor 78, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4301);

undang-undang Nornor 23 Tahun"zw teffang p.enghapusan Kekerasair

Dalarn Rurnah rangga(Lembaan lr@ara Tahun 20o4 t$omor 95, Tanbahan

Lembaran Negara Nomor 4419);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan

Anak Bagi Yang mempu{ryai Masalah (Lembaran Negara Tahun lggg

Nor*or 20, Tambahan kmbaran Negara Nomor 3357);

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
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. Kepttusan Presiden Nornor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional

Penghapusan Eksploaasi'Seksual Kornersial Anak;

' Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional

Perrgfrapusan Perdagangan ?erempuan dan Anak-

Pembentukan insrtunren hukum'dan lembaga perlindurgan anak .terrtu bukan

jatan keluar ya*g kompre'hensif dalarn upaya melindungi anak dari segala perbuatan

yang berakibat buruk Dari hasif pengarnatan yang perutis ldndcan, ,r"emyata

perlindungan oleh instruarent saja tidaklah menyelesaikan permasalahan-

permasal*ran di sekitar anak, karena per-rnasalahan anak melibatkan semua pihak

dan selunrh lapisan rnasyarakat. Sebagaimana ketentrran pasal 20 UU No. 23 Tahun

2{o2 yang menyatakan bahwa negar4 pernerlntah, keluarg4 dan orang {ua

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Hak anak atas perlindungan itu harus ditakukan tanpa membedakan su*iu, agama, ras,

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasq status hokurn &*, urutan

kelahiran anak, daa kondisi fisik dan/atau rnental. Dari ketentuan di atas j€las peran.

ora{rg tr:a" *ekrarga dan lebih luas lqi peran masysgak , sangat dibutuhkan dalam

upaya pertrindungan anak ini.

UpaF-upaya.perlindungan anak yang dilakukan oleh masyarakat dapat

ditralmkan ddam berbagai bentuk, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu

bentuk upa,'a itu adalah dengan mendirikan Pusat Pelal,anan Terpadu Pemberdayaan

Per-r,npuan dan Anak (P2TP2A)- ?2W2A ini adalah suatu Lembaga non?emerintah

yang dibentuk $ersarna oleh Penrerintah Daerah dan Masyarakat dalam r*rgt"
'pemekrdayaan perempuail dan perlinduogan perempu:In dan anak (kedua kelompok

ini rnenaakan kelonnpok yang rentan terhadap pelanggaran HA\4fenldari berbagai

t'indakkekerasan atau penelantaran serta kemiskinan sehingga mampu meninglotkan

kualitas hidup yang layak bagi di.ri dan keluarganyas3.P2TPZAini dibentuk b--rbasis

pemeriatah dan masyarakat yang meliputi pusat rujukan, pusat konsultasi usaha,

pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hokum, pusat krisis brpaCu

(PKT), pusat pelayanan terpadu {PPT), pusat pemu{ihan trauma (trauma center),

53 Deputi Pemberdayaan lrmbaga Masyarakat Kementrian Negaia Pemberdayaan Prempuan,
Sinergi Pemerintah dengan [nmbaga Masyarakat dalam Melaksanakan.PNPM Melalui PZTP2A.
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pusat penaqganan krisis perempuan (wornen crisis centre), pusat pelatihan, pusat

infb,rrnasi iknu pengetahuan dan teknologi (pIprEK), rumah aman (shelter), rumah
singgah atau bentuk lainnya.

?eran P2TPLA merupakan salah satu hntuk wdrana pelayanan

pemberdayaa{l perempuan dan perlindtmgan anak yang berbasis masyarakat. Selain

itu lembaga ini juga beryeran dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan

pendidikan, kesehatarq ekonomi,penanggulangan tindak kekerasan terhadap

perempuan dan perlinduagan anak serta peningfuatan posisi dan kondisi perernpuan

da{arn rnasyarakat. Tujuan trmum51 dari P2TP2A ini adalah rnemberdayakan kaum
perempuan serta kesejahteraan dan pedindungan an* di seluruh bidang kehidupan

masyarakat, menjadi pusat berbagai data dan infmmasi tentang situasi dan kondisi
perempurur dan a-nak, mewujudkan kesetaraan qa" keadilan gender,

meningkatkankan kualitas hidup perempuan serta keseja*rterazul dan perlindungan

anak, sedangkan tujuan khususssnya adalah menyediakan berbagai pelayanan bagi
perempuan dan anal, rnenyediakan sarana bugr peningkatan kualitas hidup
perempuiul serta kesqjah'teraan dan perlindungan anai<, dan meningka&an pran serta

masyaraliat dan pernangku kepentingan {stakeholder) dalam penyelengaraan

pelayanan terpadu pernberdayium perempuan sefta kesejahteraan dan perlinduflgan

anak.

A.2. Peraturan Daerah rentang perlindungan Anak di Kota palembang

Perattnan Daerahs (Perda) sebagaimana ketertuan pasal 7 Undang-I-Indang

Nornor l0 Tahun 2@4 tentang Pembentukan Peratrrarr Perundang-Undangan,

mempakan sdah satu bentuk perundang-undangaa yang berlaku di Indonesia.

Wacana otormmi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk
mengatur wilayahnya secara lebih mandiri salah satunya adalah dalam bentuk

mernbentuk peraturan sendiri yang lebih konkret, karena yang paling mengetahui

permasalahan suatu daerdr tenhrlah daerah itu sendiri. Perda dapat dibedakan

to lbid
st lbid* 

Penlelasan yatg tebih-|elas mengenai Perattrran Daerah dapat ditlhat pada bagian Tiqjauan
Pustakadi Bab II
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menjadi Perda Provinsi dan Perda Kabupaten Kota. Permasalahan yang di atur oteh

suatu Perda sangat berag4rn dan tentu saja berkenaan dan rnengikat secara urlum

sebagaimanq ciri suatu peraturan perunCang-undangan.

Di Kota Palembang setiap tahunnya Dewari Peru,akilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kota Palembang sebagai lembaga yang merniliki kewena*gan untuk

rnernbentuk Perda bersama-sama dengan'pernerintah pada dasarnya cukup produktit-.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah produk Perda yang dihasilkan setiap tahunnya-

Berdasarkan hasil penelitian penulis, sejak tahun 2ffi5 sampai dengan tahun 2OOg

(lima tahun terakhir) setidaknya DPRD Kota Palembangtelah rnembentuk 85 Perda-

Tetapi dari ke-85 Perda tersebut, ternyata tidak satupun yang secara eksplisit

. m€ngatur tentaag Perlindungan AnaksT, bahkan -penulis juga menemukan fakta

temya'ta tidak satu pun dari Perda-Perda tersetut yang s€cara eksplisit rnengatur

tentang hak lainnya yang berkaitan dengan anak, hanya ada satu Perda yang

rnenyinggung sedikit tentang hak anak yakni Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Namun Perda ini tidak secara eksplisit'.

r'.reny'ebutkan hak anak melainkan masyarakat s€cara keseluruhan, hanya saja pada

ruang lingkup Perda ini dinyatakan bahw'a jalur pendidikan formal yang wEitl

ditempuh adalah dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan

rnenengah, serta pendidikan jalur non formal58. Dari redaksi kalinaat tersebut maka

jalur pendidikan pada usia dini, dasar, dan menengah tentu saja diperuntukan untuk

anak, u'alaupun tidak tertt$rry kemrurgkinan juga diikuti oleh orang dewasa melalui

.jalur tertentu. Adanya Perda tenta{B Sistem Penyelerggaraan Pe*didikan ini tentu

saja belum meqiawab perrnasalahan tentang perlindungan anak Untuk lebih

jelasnya pnutris telah menginventarismi Perda Kota Pden6ang selama lima tahun

terakhir yakni dari tahun 2005 s.d2ffi9 dalam tabel-tabel di bawah ini ,

5' Tidak danyaPerda yang eksplisit mengatur tontang perlindungan anak ini mengakibatkan
perr.nasalahan kedua dalam penelitian yakni rnengenai sinkronisasi P€rda tentang Perlindungan Anak
di Kota P_alembang terhadap UU No- 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak tidak dapat dibahas

58 
Peraturan Daerah kota Pakmbang Nornor 13 Tahun 2008 tentaug Sistem Penyelenggaraan

Pendidikarq Pasal 2
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Tabel 4
Peratura-n Daerah Yang Dihasilkan OIeh DPRD Kota palembang

Tahun 2005

No PERI}A
NOMOR/TAHTIN

TENTAi\G

t I Tahun 2OO5 Kedudukan Protokoler Dan keuangan Pirnpinan Dau
Anggota Dewan Perwaki{an Rakyat Daerah Kota
Palembang

2 2 Tahun 2OO5 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokolq Fungsi dan
Strultur Organisasi Dinas Penerangan Jalan, Sarana
traringan Utilitus Dan Pertamanan

3 3 Tahun 2OO5 Anggaran Pendapa'tan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O05

4 4 thhun 2OO5 Pembenhrkan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan
Pemakaman

5 5 Tahun 2005 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Strultur Organisasi Dinas Pdreriaan Urnum

6 6 Tahun 2005 Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang
Jaya

7 7 Tahun 2O05 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian dan
Pendidikan Pelatihan Pega*,ai Penrsahaan Daerah
Pasar Palembang laya

8 8 Tahun 2005 Pembentukan, KeduCukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Skuktur Organisasi Inspektorat Kota

9 9 Tahun 2O05 Paiak Hiburan
lo t0 Tahun 2O05 Pembinaan Dan Retribusi Perizinan Angkuta* .Orang

dan Barang
t1 I I Tahun'ZOOS Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rurnah Sakit

Umum Daerah Palem'bans BARI
l2 12 Tahun 2005 Perubahan Atas Peraturan Drerah Kota Palembang

Nomor 6 Tahwa 2OO2 Tentang Prrnbinaan Dan
Rehibusi Penyel ensqaraan ADoSek

l3 13 Tahun2005 Perubahan Atas Peraturan DBenah Kota Palembang
Nomor E Tahun 2O02 TefiangPembinaan dan
Refribusi Praktik Farmasi

t4 14 Tahun 2005 Perubahan Anggaran Perdapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2005

l5 15 Tahun 2005 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fu*gsi dan
Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelurahan

l6 16 Tahun 2O05 Pembinaan dan Retribusi Hysierle dan Sanitasi
Swnber : Sekretariqt DPRD Kota Palembang
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Tabel 5
Peraturan Daerah Yang Dihasilkan oreh DPRD Kota parembang

Tahun 2006

PERI}A
NOMOTYTAHTIN

Anggaran dan Pendapatan Beknja paerart fota
Palernbang Tahun Ansearan 2006
Pernbinaan dan Retribusi penangggrlanganEEaya
Kebakaaran
Pembinaan dan Retribusi Izin T,
Pendirian Perseroan f*.aarrr- (Pf) S"o",

5 Tah.un2S6 Pernbentukan Susrman Ogani*si aan fata f<.qia
p3dan Kesatuan Bangsa, politik dan perlindungan

Pembentukan Susunan Orgunisu- da;T"tu Kerja
SusunanPolisi Parnong praia Kota palernbanq

7 Tahun 2S6 P_erubahan Atas peratu*., ou"r@
Nomor I Tahun 20O5 tentang Kedudukan protokoler
Dan keuangan Pimpinan Dan Anggota Deu,an
Perw,akilan Rakyat Daerah Kota palembans
Retribusi lzin Saranan P"lu1,affi
di Bidans Medik
Retribusi Izin Penyel"nggrrra, p.aktikS;kt . G-l0 Tahun2006 Pembentukan, Susunan O.gui:,as-;; Tat" K*ju
Dinas Perindustrian,perdagangan dan Koperasi Kota

Pelarangan Pengendaraan Oan ferjuulan MG;;;
Beratkohol.

Pefranggungiau,aban p@

Perubahananggurun@
Dqr*h Tahun Angaran 20ff-

l5 Tahun 2006 PenrbahanKeduaAtasm
lalembangNomor I Tahun 2005 Tenrang
Kedudukan,Protokoler dan Keuangan pirnpinan dan
Alggota Dewan Perwakilan Ralqat Daerair Kota
Palembans

Sumberrsettr.tariat@
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Tabel6
Peraturan Daerah Yang Dihasilkan Oleh DPRI) Kota Palembang

Tahun 2{X}7

No PERI}A
NOMOR/TAHUII{.

TENTANG

I I Tahun 2007 Pembentukan,Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Penvakilan RalgratDaerah Kota
Pa.lembang-

2 2Tahun2ul.7 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuanqan Daerah.
J 3 Tahun 2007 Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang

Kepada Parrai Politik-
4 4 Tahun 2ffi7 Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah I(ota

Palernbang Tahun Ansearan 2007-
) 5 Tahun 2007 Pengelolaan Pasar.

6 6 Tahun 2007 Hutan Kota.
7 7 Tahan}$$1 Pengikatan.Dana Anggaran Pembangunan Gedung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang
Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk
Masa 2 (dua) Tahun Anggaran-

8 Tahun 2007 Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun
Warga(R.W)

9 9 Tahun 2007 Perubahaan Atas Peraturan Daeiah Kota Palembang
Nomor l5 Tahun 2002Tentang Pembinaan Dan
Retribusi Dibidane Ind ustri

l0 I0 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 28 Tahun 20O2 Tentang Pernbinaan Dan
Retribusi Wajib Daftar Perusahaan Dan Izin Usaha
Perdagagangan

II ll Tahun2007 Peru.bahaan Atas Perahran Daerah Xotam-dya
Daerah Tingkat II Palernbang Nomor 7 Tahun 1999
Terfrang Rencana Kawasan Lindung Dan Budidaya
Sekitar Sungai Bayas Dan Sungai Bendung
Kelurahan 9llir Kecamatan Ilir Timur II Palembans

t2 12Tahun?.ffi? Perubahan Ke&aAtas Peraturan Daerah Kota
PalembangNomor23 Tahun 2002 Tentang Pajak
Penerangan Jalan

t3 13 Tahun 200? Perubahan Atas Peraturan Daerah Ko(a Palembang
Nornor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan
Kertertiban

t4 14Tahun?N? Perubahaan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Fembinaan Jasa
Usaha Kepariwisataan

t5 15 Tahun 2S7 Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil
l6 16 Tahun 2S0? Pencegahan Pengendalian Dan Penangulangan HfV

Dan AIDS
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l7 17 Tahun2007 Kelurahan
l8 I 8 Tahun 2007 Perubahaan Ketiga dtas Peraturan Daerah Kota

Palembang Nomor I Tahun 2005 Tentang
Kedudukan, Protokoler Dan Keuangan Pinrpinan Dan
.Anggota Dewan'Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Palernbang

l9 l9 Tahun 2007 Pembentukan".Kelurahan Talang Jambe,I(elurahan
Sukodadi,Kellratran Sako Baru Dan Kelurahan
Karya Mulya

20 20 Tahun 2007 Pembentukan Kecamatan Alang-Alang l,ebar Dan
Kecamatan Sematang Borang

2l 2l Tahun2007 Retribusi Adm i n istras i Kependud ukan Dan Catatan
Sipil

22 22Tahun2{/l.7 Pertanggungiawdban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahtrn Anggaran
2AO6

23 23 Tahun 2007 Ferubatran Anggaran Pendapatan Dan Betanja
Daerah Tahun Angsaran 2007

24 24 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pembinian
Jasa Usaha Kepariwisataan

Sumber : Selsetariat DPRD Kaa Palembang

Tabetr 7
Peraturan Daerah Yang Dihasilkan oleh DpRD Kota parembang

Tahun 2008

No
PERDA .

NOMOR/TAHTIN
TENTANG

I I Tahun2008 Penyelenggaraan Dan Retribusi Tenninal
2 2 Tahun 2008 Pembinaan Dan Retribusi Izin UsahaJasa Konstruksi
J 3 Tahun 2008 Anggaran Pendapatan dan Belaqia Daerah Kota

Palembang Tahun Anggaran 20Og
4 4 Tahun 2008 Pengelolaan dan Retribusi Parkir
) 5 Tahun 2O08 Pembinaan Dan Retribusi Pengendalian dan

Pemanfaatan Rawa
6 6 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Kota Palembans
7 7 Tahun 2008 Pelrgelolaan Barang Mitik Daerah
B 8 Tahun 2008 Pembentukan, Susunan Organisasi Dan tata Kerja

Sekretariat Daerah Kota Pabmbang Sekretariat
Dewan Perwakilan Ralryat DaerahKota Palembang
Dan Staf Ahli Walikota

9 9 Tahun 2008 Pernbentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kota Palembang

l0 l0 Tahun 2008 Pembentukan, Susunan Orqanisasi Dan Tata Keria
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Lembaga Teknis Daerah Kota Palembans
1l I I Tahun 2008 Pembenrukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecarnatan

Dan Kelurahan
12 l2 Tahun 2008 Pernbentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja'

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Palembans
t3 13 Tahun 20O8 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
l4 l4 Tahun 2008 Pertanggungjawaban Petaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2007

I5 l5 Tahun 2OO8 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun 2008

T6 t6 Tahun 2008 Perubahan Pertama Feraturan Daerah Ko*.a
Pdembang Nornor 7 Tahun 2007 Tentang P.engikatan
Dana Anggaran Pembangunan Gedung Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Dengan
Pelaksanaa,n Pekerjaan Tahun Jarnak Untuk Masa 2
(dualTahun Anggaran

Sumber : Sek"retariat DPSD Kota Pd*rbang

Tabel S
Peraturan Daerah YangDihasilkan oleh DPRD Kota parembang

t Tahun2009

No
PERDA

NOMOR/TAHTIN
TEiYTANG

I I Tahun m9 Anggaran Pendapatan Dan Belaqia Daerah Tahun
Anggaran 2009

2 2 Tahun 20O9 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil

3 3 Tahun 20@ Re&'ibusi Pelayanan Penyelenggmaan ACminis*asi
Keperdudukan Dan Pencatatan Sipil

4 4 Tahun 2009 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
) 5 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Par{ang Kota

Palembang Talun 2005 -2025
6 .6 Tahun 2009 Rerrcana Pembangunan Jangka Menengah Kota

Palembang Tahun 2W8-2t I 3
7 7 Tahun 2O09 Kawasan Tanpa Rokok
I 8 Tahun 2009 Rencana Teknik Ruang Kota Kauasan 7 Ulu Dan

Sekitarnya Kecamatan Seberang Ulu I Palembans
9 9 Tahun 2009 Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat

Istiadat Serta Pembentukan Lembaea Adat
l0 l0 Tahun 2O09 Pertanggungj awaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belania Daerah Tahun 20C8
ll ll Tahun 2O09 Pengikayan Dana Anggaran Penyelesaian

Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah Kota Palembang
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t2 12 Tahun 20O9 Perubahan Keirga Atas Peraturan Daerah l(ota
Pahrnbang Nomor 23 Tahun 2}A}Tentang pajak
Penerangan Jalan

l3 13 Tahun 2009 Perrcabutan Peraturan Daerah Kofa Pal,ernbang
Nomorg Talrun 2@4 Tentang Pembinaan Dan
Retibusi Penyimpanan Dan Atau Penyaluran Bahan
Migas Dan Non Migas Dan Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor I I Tahun 2005 Tentang Retribusi
Pelayairan Kesehatan PadaRumah Sakit Daerah
PalensangBARI

t4 14 Tahun 20O9 Perubdran Anggaran Pendapatan Dil Belada -
Daerah Tahun Anggaran 2009

Surnber : Sebetariat DPRD Kota patemba@

Hinprman Perda Kota Falembtrlg selama lima talrua terakhir di atas jelas

memperiihatkan bahwa belum ada satu Perda pun yanq <iibentuk olbh DpRD Kota
Palembang yang mengatur tentang Perlindungan Anak . Belum adanya perda 

1'ang

khusus tentang Perlindungan Anak ini tentu sa.ia menimbu.lkan tan,la tanya, sebab

sebagaimana telah diuraikan di md<a bahwa semakin hari kasus-kasus yang

rnelibatkan anak sebag.i 'ftorba"'r 
baik korban kekerasan fisik;,psikis, maupun

ekonomi semakin sering terjadi dalam bentuk yang sem*in beragam. Berdasarkan

hasil wawarrcara penulis dengan beberapa anggota DPRD Kota palembang,se

temyata masalah perlindungan anak saqrpai saat ini memang belum pernah menjadi

agenda utama di setiap sidang rnaupun menjadi topik trntuk diajukan sebagai perda.

Selain itumasih rnenurut para anggota DPRD Kota Palembang yang dijadikan

informan. partisipmi dan perhatian masyarakat terhadap masatrah perlindurryan anak

ini juga'nlasih mgat minim p+rle hal ini terhrkti &qgmti&k 5a sirtu pun usulan

dari masyar*at yang mengangkat perrrasalahan perli.ndurgan anak unhrk dijadikan
Perda.

Mininrnya perharian pemerintah dan masyarakat Kota Palembang terhadap

masalah perlindungan anak ini menurut ketua KPAI Provinsi Sumatera Selatan

tn Penulis melakukan wawancara dangan lirna (5) orang anggo&a DPRD Kota palernbang
sQQa-r-a langsung de ti'dak largsung. Untuk rvawancara tidak langsun;penulis rnengirirnkan daftar
peftanyaan t€rt'*lis kepada kelirna anggota DPRD Kota Patembang ier*"Urt a* diliaw$ secara Eerrulis
qu[ [elima an9f;lda DPRD Kota Palembang yang menjadi informan tersebui yakni Muhamrnad
Barli Tarmi Utama, ST dari Fraksi Partai ieadilan Sejahter4 Anthony Rais dari Fraksi partai
Demokrat,Marwan Zulkarnain dari Partai Kebangkitan Nasional, &*hony yuzar, SH dari Fraksi
Paltai 'Demokasi Indoresia Peqiuangarl dan satu anggota Iagi yaag tidak np^au disebutkan namanya-
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disebakan karena sebagian besar masyarakat kita masih menganggap sepele hal-hal

yang berkaitan dengan anak- Masyarakat kita masih menganggap ufl$an anak adalah

urusan yang tidak terlalu penting dan tidak perlu terlalu diperhatikan secara serius..

Apalagi dari sekian banl'ak kastrs yang rneli.batkan anak'sebagai korban sebagian

besar pelakunya adalah orang tua dari anak itu sendiri, sehingga permasalahan ini
dianggap sebagai ur.usan donrestik suatu keluarga.

. Perrnasalahan'lain yang dihadapi adalah kurangnya pertge{ahuan masyarakat

ientang hak anak itu sendiri- Orang-orang dewasa di sekitar anak seringkali terlalu

sibuk de'rgan uusan rnereka sendiri sehingga melupakan hak-hak anak. Selain itu
rnasya'rakat kita sebagian be'sar masih nrcmahami'bahwa anak yang harus dilindmgi
adalah anak kandung atau anak yang rnasih ada dalam lingkwrgan keluarga mereka

sendiri- Padahal UU tentang Perlindungan Anak telah jelas meny-ebutkan bahwa anak

yang dimaksud dalam UU ini adalah setiap'anak yang berada di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia- Bahkan apabila dijabarkan lebih jauh lagi maka yang

dimaksud dengan anak itu paling tidaktapat dibedakan menjadi 15 kelornpok yakni
60.

Anak pada umumnya yaitu seseoftrng yang belum berusia 1g tahun, termasuk

anak yang masih dalam kandungan;

Anak balita yakni anak yang berusia o sampai 5 tahun, berada dalam tahap

awal perkembangan manusia;

Anak usia sekolah yakni anak yrang berusia 6 sampai l g tahuq

Anak terlantar, yalni anak yang tidak terpnuhi kebutr*ran birnbirgan mental

dan agana serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, perdidikan,

fisik, maupun sosial secarawajar;

Anak yang rnenjadi ko{ban kekerasan, yakni anak y:ang mengalami perlakuan

salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan

sosial anak;

Anak dalam situaqi au.,r*t, yakni anak yang ,berada dalam situasi yang

membahayakan dirinya seFrti an.ak korban kerusuhan, anak yang menjadi

pengungsi, anak korban bencana atram, dan anakdalarn konflik;

@ Draft P.eraturan Daerah Provinsi Sumatera Sela.,an tentang pedfudungan Anak

l.

2.

J.

4.

5.

6.
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7. Anak yang berhadapan dengan hokum, yakni anak yang,berkonftik dengan

hokum dan anak korban tindak pidanq

8- Anak kelompok rninoritas.dan terisolasi, yakni anak yang hidup dalam situasi

keterpencilan dirnana rnereka .tidak dapat rnengakses kebutuhan dasar;

9. Anak yang tereksploitasi ekonomi, yd<ni anak yang dipaksa rlan ditipu urtuk
dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dergan tidak dibayar atau

dibayar;

10- Anak yang tereksploitasi seksual, yakni anak yang digunakan untuk kegiatan

seksual dengartujuan seksualitas dangan imbalan tunai atau dalam bentu lain

antara anak,pernbeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang

memperoleh ketrntungan dari perdagangan seksualitas anak .tersebut:

ll.Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NApzA, yakni anak yang

menderita 'ketergantungan terhadap NApzA yang disebabkan oleh

penyalahgunaan NAPZA, baik atus kernauan sendiri maupun karena
-:- dorongan atau paksaan oiang lain;

12- Anak yang menyandang cacat, yakni anak yang mengalarni hambatana fisik
dan/atau mental sehingga maenggimggu pertumbuhan dan perkembangannya

secara rvajar;

13' Arak korban perlakrnn salah, yakni anak yang nre*dapat perlakuan tidak

sesuai dengan hak-hak anak;

14- Anak korban tindak 
lekerasan, yakni a4ak yang mendapatkan perlakuan

kasar baikrecarafisik, mental dan sosial;

15- Anak nakal, yakni anak yang berperilaku rnenyimparg .dari norrna-ftxma

masyar,&at merugikan/rnernbahayakan kesehatanfteselamatan dirinya,

{ilengganggu ketentraman dan ke{ertiban masl'arakat serta kehidupan

keluarga dan atau aaasl'arakat, namur perbuatananya masih di trawatr kategori

yang dapat dihmtut hokumr,pengadilan

Ber.bagai perrnasa{ahan di atas masih ditemui dalasn kehidrpan masyaralat

terrnasuk di Kota Palernbang- Minimnya kesadaran rnasyarakat di semua lapisan

terhadap pentingnya perlindungan anak ini tentu mernerlukafl upaya penrbahan yang
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berkesinanrbungan dan harus melibatkan semua pihak sebagaimana yang

diamanatkan ol,eh undang-undang.

' Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah seharusnya perlindungan yang

diberikan kepada anak harusr,ah ditakukan sedini mungkin bagi setiap asak,. balrkaa

bagi arak yang masih di dakm kandungan sekdipun. Benttd< prlindungan yang dapat

diberikan kepada anak pun bermacam-macam resuai dengan kebutuhan anak.

Apabila dikaitkan dengan pengelompkan anak 1.ang telah dikemukakan.di bagian

terdahulq maka bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak adalah

sebagai berikut

A-2.1. Pertindungon Anolr BagiAna* Batita

Perlindungan bagi anak balitadapat dilakukan meliputi :

l. Pemberian makanan bergizi dan imtmisasi dasar yang lengkap;

2- Stirnulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, program

perdidikan-anak usiadini; j-j

3. Tempat bermain daa pnitipan anak;

4- Program anak asuh; dan

5. Akte kelahiran

A2.2. Perlindungan Anak Usio Sekolah

Per{i*dungan anak usia sekolah dapat ditakukan meliputi:

1. Mendapat perhatian dan kasih saying keluarga; .

2. Mendapat bimbingan agama;

3. Mendryat pelayanan pencegahan, perawi$an, dan rehabilitasi kesehatan;

4. Mendapat pendidikan wajib beLja, 9 (Sernbilan) tahun dan dapat

nnenyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang

ramah dan kondusif;

5. Program beasiswa

5- Program anak asuhdan bimbingan konseling; dan

"1- Penyediaan tempat bermain dan berolah raga y:lng rnernadai.
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A.2.3. Perlindungan Bagi Anak Terlantar

Perlindungan bagi anak terlantar yang orang tuanya tdak mempunyai
kemampuan dan kemauan memelihara anak dialalsanakan rnelalui bentuk pelayanan
panti dan non panti.

4.2.4. Per.lindangon Bogi Anoh yang Memerlaltan perlindungan Khusus

Perlindungan khusus ini diberikan kepda anak da{arn situasi darurat, anak
yang berhadapan dengan hokum, anak dari kelompok minori'tas dan terisolasi, anak
yang dieks{ploitasi seciu:r ekonomi dan/atau sekural, anak yang diperdagangkan,

anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotikan, alkolhol, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban pencuiikan, perfualan, perdaganagan,

anaka korban kekerasan baik fisik dan/ataurnental, anaka yang nrenyangdang cacat,
dan anak' korban salah dan apenelantaran. Perlindungan yang diberikan kepada
masing-rnasing anak itu ada.lah meliputi :

1- upap pengauasan,.-perlindungan, pencegahan, perwatan, dan ref,abilitasi
oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat bagi a*ak korban perdagalgan,

perlirdungan ini dilaksanakan melalui Rumah Perli*dungan Sosial Anak
(RPSA) dan'atau lembaga perlindungan anak lainnya. Bentuk perlindungan

sosial mencakup pelayanan sosial dasar, Iayanan binrbingan sosial dan' 
keteramprlun, la1:anan kesehatan, rnanajernen kasuq terapi sesuai kebr.rtuhan,

layanan konseling, banatuan hokum, kegiatan reaktif ed*atif, dan rujuka,t
k@a layanan lainnya sesuai kebutr*ran

2' Brgl T* korban ftekerasan benttrk perlindungan yang dapat diberikan
adalah pelayanan sosial dasar, pendidikarL bimbingan agannq pelayanan-

kesehatan, konseling psikolog, bantuan hokum, kegatan reaktif edukatif, dan
pemberdayaan orang tua anak korban kekerasan.

3. Bagi anak dalam situasi darurat, perlindungan dapat diberikan berupa
pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar,

perdidikan, bimbingan agamq pelayanan kesehatan, konseling psikolog,
bantuan hokum, kegiatan reaktif dan edukatif
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4- Bagi anak yang berhadapan dengan hokurn, perlindrmgan yang .diberikan

dapat berupa; perlakuan atas anak secara rnanusiawi sesuai dengan martabat
dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus-anak sejak dini,
penyediaan sarana dan prasar'ana khusus, penjatuhan sar*si yang tepat untuk
kepentingan $erbaik anak, pemantauan dan,pencata{an terus menerus terhadap

perkembangan anak yang berhadapan dengan hokum,peraberian
jaminanuntuk mempertahankan hubungnan &ngan oraag tua atau keluarga,
dan perlindungan dari pemkrian identitas melalui media rnassa untuk
rnenhindari labelisasi.

5- Bagi anak korban tindak pidana perlindungan dryat diberikan datam bentuk;
upa),a rehabilitasi baik.lembaga maupun di luar lernbaga; upaya perlindungan

dari pemberitaan identitas melalui rnedia massa unhrk menghindari labelisasi,
pernberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi atrli, baik fisik,
rnental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan

inf,ormasi mengenai perkembangan perkara. .:--

6' Bagi anak korban eksploitasi baik ekonorni dadatau seksual dapat dilakukan
dalam bentuk; penyebarluasan dan atau sosialisasi peraturana perundang-

undangan yang berkaitan dengan ffi*, .pemantauan, pelaporan, dan
pemberian sanksi, serta pelibatan berbagai imtansi pemerintah, perusahaan,

serkat pekerja LSM dan masyarakat .dalam penghapusan eksploitasi
terhadap anali

7' Bagi anaka kelompok minoritas dan ter isdasi perlindwrgm dapat dilakukan
b*pu; penyediaan sarana dan prasarana unhd< d4pat rneniknnati budayanya
sendiri, meugakui dan melaksanakan qiarao agailxey? serxliri, dan
menggunakan bahasanya sendiri.

Bagi anak korban peyalahgunaan NApZA, perlindungan dapat diberikan
dalarn bentuk; pengawasan, pencegahan, perarvatan, dan rehabilitasi oleh
Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagi anak apenl'andang cacat, perrindungan dapat diberikan berupa perl
akuan anak secara mamrsiawi sesuai dengan martabat dan hak anak,

pernenuhan kebutuhan-kebutuhan khusu dan manperoleh p-,rlakuan yang

8.

9.
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BAB VI
KESIMPULAI{ DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai

berikut :

l. Upaya perlindurgan anak pada trndonesia pada ur-numnya sudah mulai
' dilaksanakan ffiara terus menerus dan dilakukan melalui berbagai cara dan

di'laksaaakan s{:carzl bersama-sama ol,eh pemerintah dan masyarakat. tsentuk
upaya perlindungan a*rak tersebut di antaranya adalah <iibentuknya undang-

undang khtrsus yang mengatur tentang perlindungan anak, dibentgknya KpAI
se'bagai salah satu badan pelaksana perlindungan anak, dibentuknya berbagai

aturan undangan baik di level undang-undang> maupun pada le'el
Keputusan Presiden, yang isi atau muatannya bernuansa HAM dan bermuatan

perlindungan anak, atau setidaknya berkaiatan baik langsung maupun tidak
larigsung dengan upaya perlinduagan anak, serta didirikannla berbagai

lembaga yang khusus yang bertugas untuk menjalankan upaya perlindungan

anak setrain KPAI seperti Kornisi Nasional Anak, pzw2A, dan berbagai

LSM anak, dan lain-lain

2- Pengattran mengenai perlind.ungan anak khususnya di Kota palembang

tetayatabelum terlalu baik, hal ini ter.bukti.dengan be[urn ada satupun produk
Peratwan Daerdr yang dibernrk lima tahun terakhir (dari tahun 20O5 s.d.

2W9) yang secara eksplisit mengatur tentang perlindungan anak, kalaupun
ada Perda yang berkaitan dengan hak anak hanya terdapat pada perda Nomor
13 tahw 2ffi8 tentang Sistem penyele[ggaraan pendidikan. Tetapi dalam UU
ini pun mtlatannya tidak secara langsung tentang prlindungan anak dan juga
tidak keseluruharmya bicara tentang hak anak melainkan hak masyarakat

Kota Palembang secara keseluruhan-
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telahdilakukan, maka penulis memberikan
beberapa saran bagi terlaksananya upaya perlindungan anak secara lebih maksirnal di
Kota Palernb*g, saran-saran itu antara lain ;

I' Untu\ rneminimalisasi kasus-kasus yang meli.batkan anak sebagai korban,
maka Pembentukan Peraturan Daerah yang secara eksplisit menga-fur tentarrg
perlindungan anak harus seg€ra direalisasikan,..dan kebutghan akan perda ini
menurut penulis sudah cuktp rne*desak

2' Perlu dilakukan msialisasi secara terus rnerrerus kepada masyarakat terkait
masalah perlindingan anak, untuk mencegah ketidaktahuan masyarakat
tentang permasalahan di sekitar anak, selain itu juga sosialisasi bertujuan agar
masyarakat menyadari pentingnya arti perlindungan terhadap anak dan
persoalan anak bukarilah perboalan sepele, karena anak adalah cerminan masa
depan suatu bangsa

3' Keterlibata-n rr,asyarakat dalam mengusulkan Perda tentang perlindungan
anak harus digar*kan, sehingga pada saat perda yang bersangkutan
terbentuk masyarakat akan merasa memiliki Perda tersdebut dan diharapkan
perda yang bersangkuytana {rput berlaku secara sosiologis dan efektif

4' Perlu dibentuk jejaring yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Kota
Palembang untuk merakukan perrcegahan dan pengawasan terhadap kasus_
kasus yang merihtkar anak sebagai korban sebagaimana am-anat undang _

Undang Nomor 23 Tahun2m2tentang perlindurgan anak .

5- Perlindungan yang diberikan kepada anak hendakrah sesuai dengan
kebutr*,ran anak dan rnenaperhatikan kordisi anak, dengan tujuarr akhir unfuk
kepentingan terbaik mak

6- P'emerintah hendakhfi rnemberikan perhatian },ng serius terhadap
permasalahan perlindungan anak ini agar plaksanaan nya di lapangan bisa

. maksimal dan efektif.
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Jakarta

Anggota

t6 2009 Tim Penyempurnaan Tata caraffi
Agung Republik Indonesia , Komisi yurdisial RI,
Jakarta

Anggcta

t7 M9 Tim Penyusunan Laporan Alffi
YudisialRI, Jakana

Anggo{a

l8 20lo Y"*.f,rp Blueprint K@
3!rebggrakan oleh Komisi yudisial Rl-Baniluns

Peserta

t9 2010 Tim Penyrsunan Draft
Komisi Yudisial, Jakarta

Revisi Undang-Undang Anggota

zfr mta Tim Penl,usunan Konsep Fe@
pelghargaan Kepada Hakim, Komisi yudisial RI,
Jakarta

Anggota



H. PEI{GALAMAN LAIN-LAIN

No Tahun Uraian Pekerjaa n/Pengalaman

I 1975 Anggota Sgnat Mahasiswa FH UNSRI
2 1977 - 1980 Ketua Senat Mahasiswa FH UNSRI-J tw2 - t996 Sekretais KKN UNSRU Lernbaga pengabdiin Masya.ak t

LNSRI
4 t994 - tW KetuaBiro Bantuan Hukum FH UNSRI
5 2000 -2001 Sekretmis Tim Bantuan Hukurn UNSRI
6 2AU2 -ZW4 Anggota Unit Penelitlan FH UNSRI
7 maz - 20a4 Ketua Penitia Pengawas Pemilu Propinsi Sumatera Selatan
8 2003 - 2006 Sekretaris Senat FH LINSR.I
9 2W - Sekarans wakil Ketua Ma-ielis Peqgawas Notaris propinsi surnatera selatan
IO 2m5 - Sekarane Teruga Ahli Komisi Yu4isial Republik Indonesii

Palerrbang, November 20 I O

.-__
4.-

Amir Syarifudin, SH., M-Hurn
NrP r953050r l985ll I 001



A. Data Pribadi

Nama
NIP
Pangkat/Golongan
TempalTanggal Lahir
Jenis Kelamin
Bidang Keatdian
Unit Kerja
Alamat Kantor

e-mail

LAMPIRAII

CURICULUM VITAE

Irdah Febriani, S.H., M.H.
19790228 20A212 2ffi4
Penata Muda4llla
Ds. Nanjungan 28 Februari 1979
PereSnpuan

Sosiologi Hukum, Fitsatlt Ht&rxn,dan HAM
Fakul.tas Hukum Universitas Sriwijaya
Jln. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 trnderalaya-
Ogan llir - Surnatera Selatan
Tlp. (071l) s80063
Fax.{071 l) 581 179

igdahf.?briani@y?hoo. co. id

B. Riwayat Pendidikan

C. Pengalaman Penelitian

l- Penelitian Proiect on Strengthening Judicial Integrity and Capociry
Assesment in huth Sumotera, Kerjasarna Faklutas Hukum LINSzu, M*."t
Rowland lndonesi4 dan UNODC.2004

2. Perubahan Sosial Sebagai Akibat Dari Kemajuan Teknologi Pada Masyarakat
Pasemah Air Kerdr Kabupaten Lahat.2005.

3. curricullum on l{uman Rights Educotion in Denmark and swefun {a
Comparat iv e Stady), Zm5-

No. Nama Seko{ah Kota./I\legara Tahnn Lulus

l.
2.
aJ.
4.
5.

SD Negeri No.8
SMP Negeri No. 2.
SMA Negeri No. I
F'akultas Hukurn UNSR.I
Magister l{uku{n UI

Prabumulih/ lndonesia
Praburnulitllndonesia
Prabunnul ih/Indonesia
Inderalaya/ftdonesia
Jakarta/k_ldonesia

r990
1993
186
200CI

2008



Kedudukan Hukum Wanita Pada tvfasyarakat Tradisional (Studi Kasus pada
Masyarakat Pasemah Air Keruh Kabupa$en Lalrat). ZW6.
Inventarisasi Permasalahan Sosial Sebagai Akibat Dari Kebij*an Otonomi
Daerah.2006.
Faktor.Faktor Penghambat Pelaksanaan pr.rtusan Arbihase di Indonesia
Ditinjau Dari Persfektif Sosiotogis, 2008.
Analisis Dampak Pernekaran wilayah Terhadap Mobilitas vertikal wmga
Masyararakat dan Pengetahuan Masyarakat Tentang undang-und*rg
Penrerintahan Daerah Di Kabr4iaten Empatl^awang zCilF-.
Tinjauan Yuridis Penlrebab Percemian Di Kota palembang 2Wg.

D. Pengabdian Kepada Masyarakat'

l. Pembicara Pada seminar Kekerasan Terhadap perempuan, HMI, 4 April, 2W3
2- Pembicara Pada Penyuluhan F{ukun dan Penegakkannla Pada Masyarakat

Desa Nanjungan Kecamatan Pasemah Air Kemtr Kabupaten Lahat, ngq-
3- Pembicara Pada Penyuluhan Hukum Pidana dan Hukum Adat di Jln. Dwikora

RT.33 RW. 11. Palembang.2005
4- Pembicara Pada Penyutuhqn Hukum Mengenai Pengaruh Usia perkawinan

Terhadap Pasangan Suami Isteri Pada Masyarakat Kecamatan pasemah Air
K€nrh Kabupaten Laha! 2A05.

5- Pembicara Pada Kegiatan Basic Training Komisariat FH uNSzu HMI
Cabang Palembang dengan Judul Hakekat Kebenaran Dan Kegunaan Ilmu
Bagi Kehklupan Manusia, l0 Maret 2005.

E. Kegratan ltmiah

4.

5:

6.

7.

1.

2.

3.
4-

5.

Peserta Penataran Dosen Applied (AA), Inderalaya.z.Cf/3.
Peserta Semiloka Dan Uji tr4ateri RUU Tentang prilaku Aparat Negara,
Patembang.2003
Peserta Pelatihan Bahasa krggris Bridging progrmg palembmg. zaa3.
Peserta Pelatihan Penulisan Bahan A.jar Berbasis Web dan Evaluasi Kegiatan
lelajarMengajar Bagi Dosen t NSRI, patembang dar Inderalaya.2ffi3.-
Peserta Temu Pakar Etika Bio Teknologi, program pascasarjana UNSRI.
Palernbang,2003

6- Peserta sosialisasi uuD Negara RI Tahun 1945 pasca Amandernen ke
Empat Jakart4 2003.

7- Pererta Pelatihan Dasar-Dasar Demografi Teori dan Kebijakan, palembang.
2004.

8- Peserta Pelatihan Dosen Applied Approach (AA),Inderala1a.2a}4.
9. Lokakrya Peningkatan Fungsi Dan peranan Bagian FH UNSRI, palernbang.

2004.



10. Peserta Pelatihan Pembuatan Media Belajar Berbasi Mu{ti Media,
Palembang -2W4.

ll.Peserta Pelatihan Tentang Penyususnan Proposal Pengaffian Kepada
Masyarakat Inderalaya. 2004.

12. Peserta Seminar Mengenai. Program Beasiswa Dari Direktur Ekseklrtif
AMINEF dan Kedutaan Besar Amerika Serikat, lnderalaya- 20M

13. Anggota Tim Surveyer UNSRI pada Pelaksanaan Penelitian h[engenai
Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan Di Sumatera Selatan dan
Sulawesi Tenggara (Pilot Project), 2004.

14. Peserta Serninar {ndonesia dan Isu Terorisme Internasional, Pusat kajian
HAM dan Terorisme Fakultas Hukum IINSRI, Inderalaya - 2A04.

15. Paserta Serninar Pemetaan Daerah Konflik Pemilu Tahun 2004. Palembang,
2A04.

15. Peserta Training Course on Human Rights Law and The Role of Hurnaa
Rights Centre Tahap I. Jakarta, 2fr04.

17-Peset'ta Training Course on'Human Rights [,aw and The Role of Hurnan
Rights Centre Tahap II. Makasar,}A04.

18. Peserta PUSHAM Research And Study Visit to Sweden, Lund University
Sweden dan Dannish Human Rights Centre Denmark, 2005.

19- Peserta Serninar Sehari Corporate Social Responsibility- Palembang,20A5-
20. Panitia sekaligus Peserta Seminar Nasional Universat Jurisdicton dan

Penerapannya di Indonesia- Palembang, 2005-
21- Pesrta Simposium NasionalNasionalisme dan Profesionalisme Pers Di

Indonesia. Palembang, 2005.
Z2-Peserla Serniloka Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Penulisan

Hukum Fakultas Hr*um LfNSzu. Inderalaya,2ffi5.
23. Peserca dan Panitia seminar Mengembangkan Budaya Hukun yang

Mendudkung Perwujudan uu No- 7 rauun tqt+ : Tantangan Dalarn
Perwujudan HAM Perempuan. Palembang 2005.

24. Peserta Penguatan Jejaring Dalarn Rangka Pelaksanaan Fungsi Komisi
Yudisial Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Pengurus Besar
Nahdathul Ulama Jakarta. Jakut4 2007 .

25. Peserta Justisiabilitas dan Kapasitas Komisi Pemberantasan Konpsi Dalam
Menrberantas Tindak Pidatn Korupsi di Indonesia. Jakart4 2OO7.

25. Peserta Advarrce Training Hak-Hak Masyarakat Adat (Indegenous people's
Rights) Bagi Dosen Pengajar HAM di Indonesia. Yogyakart a, 2ffi7.

27.Pesrur|a. lVorkshop Memperkuat Justitsiabilitas Hak Hak Ekonorni, Sosial,
dan Budaya: Prospek dan Tantangan. }'ogyakarta .2A07.

28. Peserta Workshop T*ggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social
Responsibility/CsR). Yogyakartq 2008.

29. Peserta Swminar Hasil Penelitian Pemenuhan I{AM di Tiga witayah
Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat), Lombok 2008

30. Peserta Sosialisasi Harmonisasi Peraturan Daerah, Palembang 2009.
31. Panitia Pelaksana Seminar Mencari Sosok Anggota Ombudsman Yang trdeal,

Palembang 2A09.



32- Fanitia Pelaksana Seminar Bantuan Hukum Gratis Di Sumatera Selatan,
Palembang 2W.

33. Panitia Pelaksana Sosialisasi Lembaga Perlindrmgan Saksi dan Korban
(LPSK), Palembang 2009.

34. Perserta Seminar Etika Keilmuan dan Kebebasan Akadernik; palembang
2008.

35- Pembicara Pada Sosialisasi tlAM Bagi Kepala Sdxolah Menegah pertama Se-
Kota Palemb*g, 2ffi9.

35- Pernbicara' Pada Rapat Koordinasi RANHAM Se-Sumatera Selata,
direbnggarakan oleh DEPKLIMHA.M Kanwil Propinsi Sumaera Selatan,
20w.

37. Pembicara Pada Seminar tenkng penegakan Hukum Terhadap pelaku
Kekerasan Terhadap Anak" diselenggarrakan oleh Komisi Pe,rlindungan Anak
lndonesia Daerah Propinsi sumatera selatan, palernbang zffig.

38. Pembicara pada I-atihan Teknis HAI\4 yang alisetenggarakan oleh
DEPKUMHAM Kantor wilayah propinsi surnatera sela{an, 2ol0-

39. Pernbicara pada Diseminasi HAM Bagi panitia pelaksana RANHAM Dan
Kelompok Masyarakat.) Diselenggarakan oleh :Direktur Jenderal Hak Asasi
Mam.rsia Kementerian Hukusn dan FIAM Reput*ik Indonesialnderalaya, 06
Mei 2010

F. Tulisan llmiah

1- Makalah Sosialisai Pasal 7 UUNo. I Tahun 1974 TentangPokok-pokok
Perkawinan Pada Masyarakat Pasemah Air Keruh Kabupaten iahat, Zt04-

z- Budaya Hukum, simbur caluya, No. 2g rahun X Mei }00S,ISSN No.
14l l0-ffi14

3- Hakekat Kebenaran dan Kegrrnaan Itrnu Bagi Kehidqpan lr,[a*usia, Makatah
disampaikan pada Kegiatan Basic Training Komisaiat Fakultas t{ukumHMl
Cabang Palembang, 2W5.

4- Critical Le4ol Studies Suatu finjauan Umum. Fakdtas Hukum pascasarjana
Univer:sitas Indonesia, Z,M.

5- Analisis Mengenai Pernenr*ran HAM Berkaitan Dengan Pelaksanaan
Tanggtrng Jawab Sosial Oleh Perumhaan-Perusahaan di Sumatera Sdratan.
Makalah pada Workshop Tentang Tanggung Jawab Perusdraan - Yogyakarta,
2008.

5- Budaya Hukum Sebagai Salah Satu Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan
Arbitrase Di Indonesi4 Tutiw Dalam Itangka Seminar Kenaikan Pangkat
Ke Lektor,2009.

7. Undang-Urdang Sebagai Salah Satr Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum (Studi Kasus Uu IrIo 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Altematif
Penyelesaian sengketa), Majalah simbur cdraya, FH UNSRI, september
2009



8- Imptenrentasi Hak Atas kesehatan di sumatera sedatan, Makalah pada
Diseminasi HAM Bagi panitia pelaksaoa RANHAM 

-Dan 
Keldpok

Masyarakat.) Diselenggarakan oteh :Direktur Jen&ral H* Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan HAM RepuHik Indorpsialnderalryr, oo rnrei mio9' Antinomi Nilai Pada Abad Perteng*ran .dan Renaisance, Jurnal Simbur
Cahaya F*ulras Hukum UNSRI, I\4ei 2OlO

lO- ^{spek Filosofrs Hukum Ekonomi, Jurnal Sirnbur Cahaya Fakrdas Hukurn
UNSRI, September 2Ol0

I l- A-pakah rlmu Hukum Itu .{trnu?, Jumar simbur cahaya Fakultas Hukum
UNSRI,Sepember 2O10.

Palembang, November 2Ol0

Irdah Febriani, S,H.M.I{.


